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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

Bagian Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan, tujuan dan dasar hukum 

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). 

 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan Kota Mataram dilaksanakan melalui 

serangkaian tahapan yang bertujuan untuk menghasilkan program dan 

kegiatan dengan sumber pendanaan melalui APBD Kota, APBD Provinsi, 

APBN maupun sumber pendanaan lainnya. Tahapan awal penyusunan 

perencanaan pembangunan adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra 

Masyarakat (MPBM), merupakan pola musyawarah dalam pengelolaan 

pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan 

potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, 

akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat, hasil serapan aspirasi 

masyarakat. Pelaksanaan MPBM dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat 

kecamatan, dan tingkat Kota Mataram. Keluaran yang dihasilkan dari 

pelaksanaan MPBM adalah usulan masyarakat berdasarkan tingkat 

prioritas dan sumber pendanaan yang dijadikan bahan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kota Mataram, dan selanjutnya 

menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).  

RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun 

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD Kota 

Mataram Tahun 2019 didasarkan pada Permendagri 86 Tahun 2017 serta 

mengacu pada RPJMD Kota Mataram 2016-2021  
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Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi 

perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan 

penggunaan pembiayaan dan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 

(satu) tahun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tema 

pembangunan yang telah ditetapkan. 

Berlandaskan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dan perkiraan 

pencapaian tahun 2018 serta tantangan dan target tahun 2019 maka 

tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2019 “Mempercepat 

Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk 

Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas dalam rangka 

Penurunan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial”, sehingga 

segala perencanaan pembangunan di Kota Mataram pada tahun 2019 

berpedoman pada target pencapaian pembangunan sesuai dengan tema 

tersebut yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA). 

Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun dengan memperhatikan 

kewenangan Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kota Mataram tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Mataram sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Selanjutnya KUA disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2019. Kesepakatan 

tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2019 dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA. 2019 serta 

dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

penjabaran APBD. 
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1.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan KUA Kota Mataram TA. 2019 adalah 

menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat 

kerangka ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari 

penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja 

daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya; yang 

merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD tahun 2019 

untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara TA. 2019 dan sebagai landasan dasar penyusunan RAPBD Kota 

Mataram TA. 2019. 

 
1.3. Dasar Hukum 

Dasar hukum dalam penyusunan KUA Kota Mataram TA. 2019, 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 



  Bab I  Pendahuluan  

 

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun 2019 I-4 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 

2018; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provins Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2005-2025; 
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19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang 

Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016; 

20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 

2005-2025; 

21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014; 

22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031; 

23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Mataram Tahun 2016-2021; 

24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram; 

25. Peraturan Walikota Mataram Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2019. 
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BAB  2 

KERANGKA EKONOMI MAKRO 

DAERAH 

 

Bagian Kerangka Ekonomi Makro Daerah berisi perkembangan indikator ekonomi 

makro daerah pada tahun sebelumnya serta Rencana target ekonomi makro daerah 

pada tahun perencanaan. 

 
 

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 

Sebelumnya 

 Salah satu indikator yang dapat menggambarkan apa yang terjadi 

dalam perekonomian suatu negara atau daerah adalah indikator ekonomi 

makro. Dengan indikator ini dapat diketahui banyak aspek dan kondisi 

eksisting juga perkiraan perkembangan perekonomian suatu daerah ke 

depan. Selanjutnya indikator ekonomi makro akan berperan dalam 

proses perencanaan pembangunan ekonomi dan menentukan arah 

pembangunan suatu negara atau daerah. Beberapa data statistik 

digunakan sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan agar sasaran 

pembangunan dapat dicapai dengan tepat.Strategi dan Kebijakan 

pembangunan ekonomi yang telah diambil pada tahun sebelumnya perlu 

dimonitor dan dievaluasi serta dilihat hasilnya sehingga penentuan 

kebijakan selanjutnya dapat lebih baik dan efisien sesuai sasaran. 

2.1.1.  Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses perubahan kondisi 

perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan 

yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat 

diartikan juga sebagai proses  kenaikan  kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan 

daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan 

pembangunan ekonomi.  

 Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh laju PDRB 

bedasarkan  harga konstan, dimana PDRB merupakan salah satu 
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indikator makro ekonomi yang mampu menggambarkan kegiatan  

perekonomian suatu daerah. Berbagai kebijakan diambil pemerintah 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan 

tersebut akan tercermin dari kondusifitas makro ekonomi daerah. 

Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram tahun 2015-2017 

mengalami peningkatan yang tercermin dari meningkatnya angka produk 

domestik regional bruto (PDRB) sebagaimana dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini. 

 
Grafik 2.1 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 

Tahun 2016-2018 

 
Ket:  **Angka Prediksi 

Sumber: BPS Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram Data Diolah 2018 

Berdasarkan pada grafik diatas, pertumbuhan ekonomi Kota 

Mataram mencapai 8,06 persen pada tahun 2016 dan tercatat mengalami 

peningkatan pertumbuhan menjadi 8,11 persen pada tahun 2017 dan 

diprediksikan 8,17 persen di tahun 2018. Sehingga secara keseluruhan 

kondisi perekonomian Kota Mataram masih tumbuh signifikan pada 

kisaran 8% per tahun. Dari sisi pengeluaran atau permintaan (demand 

side of economy), tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Mataram bisa 

dilihat dari distribusi pengeluaran dari masing-masing entitas ekonomi 

(pengeluaran konsumsi RT, investasi swasta, dan pengeluaran 

pemerintah) yang merupakan determinan utama (chief push factor) 

pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. 

 

8.06
8.11

8.17

2016 2017 2018**

Pertumbuhan Ekonomi
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Tabel 2.1 

Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 

2010 Kota MataramTahun  2016 -  2018 

LAPANGAN USAHA 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan  
(Juta Rp.) 

Kontribusi terhadap 
Pembentukan PDRB 

2016 2017** 2018*** 2016 2017** 2018*** 

(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 452.425 470.267 486.046 3,92 3,77 3,60 

Pertambangan dan Penggalian 801 803 803 0,01 0,01 0,01 

Industri Pengolahan 1.179.590 1.240.705 1.315.797 10,22 9,94 9,75 

Pengadaan Listrik dan Gas 13.606 12.070 12.162 0,12 0,10 0,09 

Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

21.762 24.434 26.290 0,19 0,20 0,19 

Konstruksi 1.289.947 1.411.212 1.539.007 
07 

11,18 11,31 11,40 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

2.258.199 2.422.184 2.620.679 19,57 19,41 19,42 

Transportasi dan Pergudangan 704.817 777.710 843.885 6,11 6,23 6,25 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 172.189 183.581 199.035 1,49 1,47 1,47 

Informasi dan Komunnikasi 852.075 928.020 1.011.205 7,38 7,44 7,49 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.104.746 1.202.143 1.338.179 9,57 9,63 9,91 

Real Estate 554.912 606.764 661.029 4,81 4,86 4,90 

Jasa Perusahaan 50.083 53.968 58.392 0,43 0,43 0,43 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

804.352 848.792 884.743 6,97 6,80 6,56 

Jasa Pendidikan 917.623 1.009.514 1.100.624 7,95 8,09 8,15 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 569.423 630.424 686.226 4,93 5,05 5,08 

Jasa Lainnya 594.550 655.089 713.007 5,18 5,25 5,28 

PDRB 11.541.009 12.477.688 13.497.116 100.00 100,00 100,00 

Ket : *) angka sementara, **)angka proyeksi 
 Sumber: BPS Kota Mataram 2017, angka proyeksi Bappeda Kota Mataram, 2018 

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi 

terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram pada tahun 2016 

serta prediksi tahun 2017 dan 2018 berada pada sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

yaitu berturut-turut tercatat sebesar 19,57 persen serta 

terproyeksi 19,41 dan 19,42 persen. Sehingga secara garis besar 

peningkatan PDRB Kota Mataram ditopang oleh tujuh (7) sektor 

ekonomi yang merupakan motor penggerak utama (major driver) 

perekonomian Kota Mataram. Ketujuh sektor ekonomi tersebut 

adalah Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan 
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Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi & 

Komunikasi; Jasa Keuangan & Asuransi; Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa 

Pendidikan. Berkembangnya sektor-sektor tersebut karena 

ditunjang oleh posisi strategis Kota Mataram dalam RTRW Nasional 

sebagai Pusat  Kegiatan Nasional  (PKN)  yang  berfungsi  sebagai  

simpul  utama  transportasi, kegiatan perdagangan dan jasa skala 

regional. Sementara itu, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram 

ditetapkan sebagai Kawasan Strategis  Provinsi (KSP) Mataram 

Metro di bidang pertumbuhan ekonomi. 

2.1.2.  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Proses pembangunan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan, karena pembangunan tidak boleh terfokus hanya 

pada satu aspek saja dan mengabaikan aspek-aspek lainnya. Selain itu, 

pembangunan juga harus dilaksanakan secara merata dan menyentuh 

berbagai lapisan masyarakat di suatu wilayah. 

PDRB sangat penting sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan 

bagi pembangunan khususnya di bidang ekonomi agar dapat disesuaikan 

dengan visi dan misi pembangunan di masing-masing daerah. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga konstan merupakan salah satu indikator makro ekonomi 

yang jika dikaji lebih dalam terhadap kelompok usaha pembentuknya 

akan mampu memetakan kegiatan perekonomian di suatu daerah. 

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan 

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang 

pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku 

dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB 

atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi pada suatu periode ke periode lainnya. 

Perhitungan PDRB yang dilakukan oleh BPS saat ini tidak lagi 

menggunakan 9 (sembilan) sektor namun menggunakan 17 

kelompok/lapangan usaha, demikian pula tahun dasar yang digunakan 
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telah ditetapkan menggunakan tahun dasar 2010 sehingga perhitungan 

terhadap PDRB tahun-tahun sebelumnya sebagai komparasi yang 

seimbang dilakukan penyesuaian.Penyesuaian tersebut dilakukan 

mengikuti perubahan perhitungan PDB dengan pertimbangan bahwa 

selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada 

tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh pada perekonomian 

nasional. Dengan menyesuaikan tahun dasar yang digunakan dapat 

menunjukan penghitungan yang lebih akurat terkait level dan struktur 

ekonomi dengan memasukan kegiatan ekonomi baru yang belum dicatat 

dalam penghitungan sebelumnya. 

Berdasarkan perhitungan tahun dasar 2010, PDRB  Kota Mataram 

setiap tahun mengalami perkembangan, baik yang dinilai Atas Dasar 

Harga Konstan maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Tahun 2017 

PDRB Kota Mataram (ADHB) diprediksikan sebesar Rp. 17,25 Trilyun atau 

mengalami peningkatan sebesar 16,82 persen dari tahun 2015. Sejalan 

dengan PDRB (ADHB), nilai PDRB  Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 

juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 PDRB ADHK tercatat 

sebesar Rp. 10,68 Trilyun, diprediksikan akan meningkat menjadi 

Rp.12,48 Trilyun pada Tahun 2017. Capaian PDRB  tahun 2015 – 2017 

sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2. 
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mataram Tahun  2016 -  2018 

 
LAPANGAN USAHA 

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU 
(Juta Rp) 

KONTRIBUSI TERHADAP 
PEMBENTUKAN PDRB 

2016 2017** 2018*** 2016    2017**    2018*** 

(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 585.424 652.521 726.035 3,95 3,78 3,69 

Pertambangan dan Penggalian 949 1.011 1.054 0,01 0,01 0,01 

Industri Pengolahan 1.350.967 1.477.392 1.645.231 9,12 8,56    8,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pengadaan Listrik dan Gas 13.449 14.268 16.419 0,09 0,08 0,08 

Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

30.902 36.582 41.272 0,21 0,21 0,21 

Konstruksi 1.516.786 1.839.249 2.137.330 10,24 10,66 10,86 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

2.990.829 3.460.305 3.951.316 20,20 20,06 20,08 

Transportasi dan Pergudangan 894.430 1.082.403 1.253.080 6,04 6,27 6,37 
 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

275.118 331.579 387.517 1,86 1,92 1,97 

Informasi dan Komunikasi 877.507 928.294 1.002.112 5,93 5,38 5,09 
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LAPANGAN USAHA 

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU 
(Juta Rp) 

KONTRIBUSI TERHADAP 
PEMBENTUKAN PDRB 

2016 2017** 2018*** 2016    2017**    2018*** 

(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.524.318 1.736.670 2.001.984 10,30 10,07 10,17 

Real Estate 766.548 886.240 1.006.730 5,18 5,14 5,12 

Jasa Perusahaan 66.558 73.678 83.284 0,45 0,43 0,42 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

1.282.310 1.625.694 1.861.231 9,19 9,42 9,46 

Jasa Pendidikan 1.264.662 1.476.856 1.692.292 8,40 8,56 8,60 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 667.131 791.219 902.893 4,58 4,59 4,59 

Jasa Lainnya 697.519 839.892 967.140 4,77 4,87 4,92 

PDRB 14.805.416 17.253.852 19.676.919 100,00 100,00 100,00 

 
Keterangan : *) Angka Sementara 

 **) Angka Proyeksi 
Sumber: BPS Kota Mataram, 2016 dan Bappeda Kota Mataram proyeksi 2017 & 2018 
 

 

Tabel 2.3 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Mataram 

Tahun 2015 -  2018 

LAPANGAN USAHA 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan  
(Juta Rp.) 

Kontribusi terhadap 
Pembentukan PDRB 

2016 2017** 2018*** 2016 2017** 2018*** 

(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 452.425 470.267 486.046 3,92 3,77 3,60 

Pertambangan dan Penggalian 801 803 803 0,01 0,01 0,01 

Industri Pengolahan 1.179.590 1.240.705 1.315.797 10,22 9,94 9,75 

Pengadaan Listrik dan Gas 13.606 12.070 12.162 0,12 0,10 0,09 

Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

21.762 24.434 26.290 0,19 0,20 0,19 

Konstruksi 1.289.947 1.411.212 1.539.007 
07 

11,18 11,31 11,40 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

2.258.199 2.422.184 2.620.679 19,57 19,41 19,42 

Transportasi dan Pergudangan 704.817 777.710 843.885 6,11 6,23 6,25 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 172.189 183.581 199.035 1,49 1,47 1,47 

Informasi dan Komunnikasi 852.075 928.020 1.011.205 7,38 7,44 7,49 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.104.746 1.202.143 1.338.179 9,57 9,63 9,91 

Real Estate 554.912 606.764 661.029 4,81 4,86 4,90 

Jasa Perusahaan 50.083 53.968 58.392 0,43 0,43 0,43 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

804.352 848.792 884.743 6,97 6,80 6,56 

Jasa Pendidikan 917.623 1.009.514 1.100.624 7,95 8,09 8,15 
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LAPANGAN USAHA 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan  
(Juta Rp.) 

Kontribusi terhadap 
Pembentukan PDRB 

2016 2017** 2018*** 2016 2017** 2018*** 

(1) (2) (3) (3) (5) (6) (7) 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 569.423 630.424 686.226 4,93 5,05 5,08 

Jasa Lainnya 594.550 655.089 713.007 5,18 5,25 5,28 

PDRB 11.541.009 12.477.688 13.497.116 100.00 100,00 100,00 

 
Keterangan : *) Angka Sementara 

 **) Angka Proyeksi 

Sumber: BPS Kota Mataram, 2016 dan Bappeda Kota Mataram proyeksi 2017 & 2018 

  

 

Grafik 2.2 

PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2016-2018 (Trilliyun rupiah) 

 

Ket : *) angka sementara, **) data proyeksi 
Sumber: BPS Kota Mataram, 2017 

Nilai tambah bruto sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor menjadi leading sector bagi perekonomian 

selama 3 tahun berturut-turut baik pada PDRB ADHB maupun ADHK. Hal 

tersebut ditunjang oleh posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB 

menjadikannya sebagai pusat perdagangan, sehingga arus keluar masuk 

barang dari berbagai daerah terjadi di Kota Mataram dan dalam Rencana 
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Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama 

transportasi, serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.Dalam 

RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis 

Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi, hal 

tersebut berdampak pada pertumbuhan PDRB Kota Mataram. 

 Selanjutnya kontributor terbesar pada PDRB ADHB tahun 2016 

berada pada sektor Konstruksi. Besarnya sektor konstruksi terhadap 

pembentukan PDRB sangat didukung oleh perkembangan pariwisata di 

Nusa Tenggara Barat umumnya dan pulau Lombok khususnya, dimana 

pulau Lombok menjadi destinasi pariwisata alternatif di Indonesia 

sehingga pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan seperti 

hotel dan restoran terus berkembang. Disamping itu dengan dibukanya 

beberapa ruas jalan baru berdampak terhadap pembangunan di Kota 

Mataram.  

Adapun sektor Jasa Keuangan dan Asuransi diprediksikan akan tetap 

menempati tiga besar kontributor PDRB Kota Mataram pada tahun 2018 

bersama dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor serta sektor Konstruksi dengan kontribusi di atas 10 

persen untuk masing-masing sektor. 

2.1.3  Laju Inflasi 

 Salah satu indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap 

perkembangan ekonomi adalah tingkat perubahan harga atau inflasi. 

Inflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau 

merupakan persentase perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Terkait dengan inflasi, berbagai kebijakan dibidang moneter telah diambil 

oleh Pemerintah untuk menstabilkan harga-harga barang. Dalam PDRB, 

kenaikan harga barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks 

Harga Implisit (IHI), yang menggambarkan tingkat inflasi menyeluruh 

dari seluruh kegiatan perekonomian mulai Sektor Pertanian sampai 

dengan Jasa-Jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan IHI 

menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sektor/sub 

sektor. Besaran IHK sangat ditentukan oleh perubahan harga komoditi 
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yang paling dominan dikonsumsi suatu daerah, sedangkan besaran IHI 

sangat ditentukan oleh perubahan harga sektor ekonomi yang paling 

potensi atau memiliki kontribusi yang dominan.  

Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan 

masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam 

hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh 

stabilnya harga-harga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Untuk melihat tingkat perubahan harga (inflasi) Kota Mataram tahun 

2014 - 2018 secara rinci dapat dilihat pada grafik 2.3 berikut: 

Grafik2.3 

Laju Inflasi  Kota Mataram Tahun 2014 – 2018 

7,18

3,25
2,47

3,59 3,48

0

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018***

 

Sumber: BPS Kota Mataram, 2017 

 

Pada tahun 2014 inflasi Kota Mataram sebesar 7,18 persen sebagai 

akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada 

peningkatan harga bahan makanan dan biaya transportasi dan 

komunikasi. Namun pada tahun 2015 inflasi dapat ditekan kembali di 

angka 3,25 persen sebagai akibat stabilnya harga baik dari komponen 

administered price maupun volatile food yang berkontribusi positif dalam 

penurunan angka inflasi Kota Mataram. Namun diakhir tahun 2016 

hingga awal Tahun 2017 Kota Mataram dibayangi oleh peningkatan harga 

cabai yang tinggi sebagai akibat lonjakan harga di Jakarta dan 

mempengaruhi seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik Kota Mataram, inflasi Kota Mataram Tahun 2017 tercatat 

sebesar 3,59 persen. 
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Dari grafik diatas, terlihat bahwa Kota Mataram dalam tiga tahun 

terakhir (Tahun 2015 s.d. 2017) cukup berhasil dalam mengendalikan 

inflasi daerah yang berada pada kisaran 3% yang masih on the track 

dengan target inflasi Bank Indonesia atau inflation targeting framework 

(ITF) yaitu 4% ± 1%. Inflasi moderat dan stabil dalam jangka panjang 

akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable 

growth). Memang, inflasi sempat meninggi dan menyentuh angka 7,18% 

pada tahun 2014, sementara UMK pekerja hanya tumbuh sebesar 7,38% 

pada tahun yang sama, artinya bahwa daya beli riil masyarakat sempat 

melemah. Tingginya inflasi di Kota Mataram pada tahun 2014 lebih dipicu 

oleh lima komponen utama yaitu Bahan Makanan (7,01%); makanan jadi, 

minuman & rokok (8,08%); perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar 

(5,68%); pendidikan, rekreasi dan olahraga (6,06%); dan transportasi, 

komunikasi, dan jasa keuangan (11,32%). Pada tahun 2018, inflasi year 

on year (yoy) (April 2018 – April 2017) masih terkendali pada level 

3,48%, artinya angka ini masih sesuai dengan target pengendalian inflasi 

oleh Bank Indonesia pada tahun 2018 yaitu  3.5% dengan deviasi ± 1%. 

Namun demikian, ada beberapa tantangan pengendalian inflasi di Kota 

Mataram, yaitu: 

1. Perekonomian Kota Mataram tidak bertumpu pada sektor agraria, 

hal ini bisa diamati dari kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota 

Mataram setiap tahun mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,72% 

pada tahun 2011 menjadi hanya sebesar 3,77% pada tahun 2017. 

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, pertokoan, dan 

lainnya yang begitu massif di Kota Mataram menyebabkan 

produktifitas sektor ini tidak bisa diandalkan share-nya terhadap 

perekonomian daerah. Kondisi ini tentu saja akan menyebabkan 

sering terjadinya turbulensi terhadap volatile food yang akan 

memicu terjadinya inflasi di Kota Mataram. 

2. Belum terjalinnya kerja sama antara pemerintah Kota Mataram 

dengan daerah-daerah penyangga (hinterland areas) dalam hal 

penyediaan (supply) komoditas pangan strategis yang umumnya 

dikonsumsi baik oleh rumah tangga maupun hotel & restoran 

menjadikan Kota Mataram rentan mengalami gejolak inflasi. Lebih-

lebih lagi apabila daerah-daerah penyangga tersebut mengalami 

gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu 
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sehingga akan mengganggu ketersediaan pangan yang akan 

didistribusikan ke pasar-pasar tradisional di Kota Mataram. 

3. Belum terbangunnya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis 

(PIHPS) di Kota Mataram.  Pada prinsipnya, pengembangan PIHPS 

yang terintegrasi dengan pasar-pasar tradisional di Kota Mataram 

sangat penting untuk mengatasi masalah kesenjangan informasi 

harga pangan di kalangan masyarakat sebagai bagian penting 

dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Peran PIHPS akan 

menjadi sangat strategis karena Kota Mataram sebagai barometer 

perekonomian Nusa Tenggara Barat yang tentu saja memiliki 

kontribusi besar dalam pembentukan angka inflasi NTB dan 

nasional. Informasi harga pangan yang terpercaya diyakini dapat 

mempengaruhi ekspektasi pembentukan harga. Adanya 

transparansi harga bahan pangan diharapkan dapat menciptakan 

konvergensi harga yang akan mengurangi potensi gejolak 

perekonomian di daerah. Saat ini informasi mengenai harga bahan 

pangan yang terpercaya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan 

baik dan menjadi salah satu kendala dalam menjaga ekspektasi 

harga di tingkat produsen dan konsumen. 

4. Terjadinya gejolak inflasi di Kota Mataram juga tidak terlepas dari 

kebijakan pemerintah pusat dalam menyesuaikan komoditas-

komoditas yang tergolong Administered Price seperti tariff dasar 

listrik (TDL), harga bahan bakar minyak (bbm), harga tiket 

angkutan, dan komunikasi. Tentu saja, kelompok pengeluaran yang 

harganya masuk kategori pengendalian pemerintah (administered 

price) akan mendorong terjadinya kenaikan harga baik di tingkat 

produsen (cost of production) dan di tingkat konsumen. Hal ini 

tentu saja tantangan bagi pemerintah Kota Mataram untuk 

menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus-stimulus fiskal 

terutama bagi kelompok masyarakat miskin sebagai akibat dari 

gejolak harga kelompok pengeluaran administered price. 

5. Masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 

(US$) akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang impor 

atau lebih dikenal dengan imported inflation.Logikanya, nilai tukar 

rupiah yang terus terdepresiasi terhadap US$ tentu saja akan 

menyebabkan harga-harga bahan baku untuk industry dalam 

negeri akan menjadi lebih mahal karena biaya produksi (cost of 

production) akan meningkat yang akan dikompensasi oleh 
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pengusaha dalam negeri dengan menaikkan harga komoditas 

mereka. Faktor eksternal ini juga akan menjadi tantangan 

pemerintah Kota Mataram dalam mengendalikan harga karena 

kewengan menjaga nilai tukar rupiah dan kebijakan impor 

sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

2.1.4  Tingkat Pengangguran  

Pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari keberhasilan 

pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial budaya termasuk pembangunan di 

sektor ketenagakerjaan yang pada hakekatnya diarahkan untuk 

memperluas lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan dan 

kesejahtraan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan masalah 

ketenagakerjaan harus ditangani oleh semua lintas sektor terkait dan 

secara bersama sama melakukan intervensi dalam rangka mengurangi 

tingkat pengangguran terbuka yang ada di daerah termasuk di Kota 

Mataram. Kompleksnya persoalan dan ketimpangan yang ada di sektor 

ketenagakerjaan membutuhkan penanganan secara konseptual, 

strategis, berkesinambungan dan terencana agar pembangunan di bidang 

ketenagakerjaan berjalan secara konvergen, yaitu kearah penciptaan 

kesempatan kerja yang layak dan luas untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Selain masalah pengangguran dan setengah pengangguran, masih 

banyak masalah ketenagakerjaan yang lain seperti rendahnya kualitas 

angkatan kerja, informasi pasar kerja yang terbatas, upah minimum 

pekerja yang masih dibawah UMR, keselamatan dan kesehatan kerja 

serta penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensi sehingga 

menimbulkan masalah yang sangat multi dimensional antara berbagai 

faktor antara lain faktor ekonomi, faktor sosial dan factor lainnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penyusunan 

kebijakan maupun strategi pembangunan ketenagakerjaan sebagai acuan 

dalam mengoptimalkan pendayagunaan seluruh potensi perekonomian 

yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi 

kemiskinan yang ada. Gambaran akan aspek ketenagakerjaan di Kota 

Mataram tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan 

kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). 
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Tabel 2.4 

Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram 2015-2018 

Uraian 2016 2017 2018*** 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
(%) 

62,26 64,53 69,29 

UMR (Rp.) 
1.550.00

0 
1.714.21

6 
1.885.637 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 6,17 5,35 4,65 

Tingkat Kesempatan Kerja (%) 93,83 94,65 95,35 

Keterangan: *** Angka proyeksi 

Sumber: BPS Kota Mataram, Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, 2018 

Dalam upaya pengukuran pencapaian tingkat ketersediaan lapangan 

kerja di Kota Mataram diperlukan adanya indikator kinerja 

ketenagakerjaan yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan 

yang mampu dicapai. Salah satunya indikator tersebut adalah Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari difinisinya, TPAK sebagai salah 

satu indikator ketenagakerjaan yang dapat memberikan gambaran 

tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari 

merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja di Kota Mataram pada tahun 2017 tercatat mengalami 

peningkatan sebesar 2,27% dari tahun 2016 dan di proyeksikan 

meningkat pada tahun 2018 mencapai angka 69,29. Peningkatan TPAK 

Kota Mataram didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, hotel 

dan restoran; jasa-jasa serta sektor industri kreatif. 

Indikator ketenagakerjaan lainnya yang tidak kalah penting adalah 

pengukuran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Secara difinisi Tingkat 

Kesempatan Kerja dapat memberikan gambaran peluang seseorang 

penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. 

Secara umum TKK mengalami peningkatan dari angka 9.83 persen pada 

tahun 2016 menjadi 94,65 persen tahun 2017 dan tahun 2018 

diproyeksikan 95,35 persen. Untuk diketahui, komponen penghitungan 

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) meliputi jumlah penduduk berkerja 

berbanding jumlah angkatan kerja. Sedangkan pada Tingkat 

pengangguran Terbuka tercatat terjadi penurunan pada tahun 2017 

sebesar 0.82 persen terhadap tahun 2016 sebesar 5,35 persen, yang 
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kemudian ditargetkan untuk dilakukan penekanan hingga angka 4,65 

persen di tahun 2018. 

Peningkatan angka TKK dan penurunan TPT sebagai akibat dari 

geliat berkembangnya perekonomian di Kota Mataram serta posisi 

strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan 

serta pusat perdagangan dan jasa menjadi penyumbang tingginya jumlah 

angkatan kerja tersebut. Sedangkan dilihat dari sisi kebijakan pemerintah 

Kota Mataram dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik 

khususnya dalam hal perijinan dan penanaman modal sejalan dengan 

upaya optimalisasi kinerja ketenagakerjaan. 

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018 

Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram 

diproyeksikan tumbuh sebesar 8,17 persen. Berdasarkan target 

pertumbuhan tersebut maka nilai PDRB ADHB di proyeksikan sebesar 

Rp.19,67 Triliyun, sedangkan nilai PDRB ADHK diproyeksikan sebesar Rp. 

13,49 Triliyun. Proyeksi ini menitikberatkan pada metode proyeksi trend 

pertumbuhan serta memperhatikan geliat pertumbuhan dan ekspansi 

swasta pada beberapa tahun terakhir di Kota Mataram. Proyeksi ekonomi 

tahun 2018 tersebut juga mensyaratkan kebutuhan investasi pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha secara proporsional. 

Gambaran demografi pada tahun 2018, diproyeksikan bahwa jumlah 

penduduk Kota Mataram sebesar 468.509 jiwa. Angka ini didasarkan 

pada asumsi bahwa pertumbuhan penduduk 2 persen. Berkaitan dengan 

hal tersebut maka PDRB perkapita penduduk Kota Mataram tahun 2018 

diperkirakan   sebesar   Rp. 36,87 juta/orang.    

Proyeksi PDRB atas dasar harga berlaku dan kostan untuk 

tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Target PDRB Kota Mataram Tahun 2018 

LAPANGAN USAHA 
Target PDRB 2018 (Juta Rp) Laju PDRB ADHK 

ADHB ADHK   

(1) (3) (3) (5) 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 726.035 486.046 3,60 

Pertambangan dan Penggalian 1.054 803 0,01 
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LAPANGAN USAHA 
Target PDRB 2018 (Juta Rp) Laju PDRB ADHK 

ADHB ADHK   

(1) (3) (3) (5) 

Industri Pengolahan 1.645.231 1.315.797 9,75 

Pengadaan Listrik dan Gas 16.419 12.162 0,09 

Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

41.272 26.290 0,19 

Konstruksi 2.137.330 1.539.007 07 11,40 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

3.951.316 2.620.679 19,42 

Transportasi dan Pergudangan 1.253.080 843.885 6,25 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 387.517 199.035 1,47 

Informasi dan Komunnikasi 1.002.112 1.011.205 7,49 

Jasa Keuangan dan Asuransi 2.001.984 1.338.179 9,91 

Real Estate 1.006.730 661.029 4,90 

Jasa Perusahaan 83.284 58.392 0,43 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

1.861.231 884.743 6,56 

Jasa Pendidikan 1.692.292 1.100.624 8,15 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 902.893 686.226 5,08 

Jasa Lainnya 967.140 713.007 5,28 

PDRB 19.676.919 13.497.116 100.00 

Keterangan:  

Sumber: BPS Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram 2018 , diolah. 

 

Berdasarkan perhitungan PDRB yang menggunakan metode baru 

yaitu menggunakan 17 parameter, maka Pada Tahun 2018 target 

penyumbang terbesar PDRB Kota Mataram adalah sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 19,42 

persen yang diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 11,40 persen, Jasa 

Keuangan dan Asuransi sebesar 9,91 persen. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa tahun 2018 Kota Mataram masih tergantung pada sektor Jasa 

sebagaimana fungsi Kota Mataram sebagai Pusat Perdagangan, Jasa 

Pendidikan dan Pemerintahan. Sedangkan kontribusi terendah diberikan 

oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,01 yang ini 

disebabkan kerena Kota Mataram tidak memiliki lahan pertambangan. 

Pembangunan perekonomian di Kota Mataram tentu mempunyai 

beberapa tantangan dan juga prospek yang keduanya dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembangunan ekonomi. Prospek tentu akan 

menjadi dukungan yang kuat dalam pembangunan bila dimanfaatkan 
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dengan tepat, dan tantangan juga dapat dijadikan pendorong dalam 

pembangunan ekonomi.  

Akan tetapi terdapat perubahan nilai yang berdampak pada 

terganggunya aktifitas perekonomian sebagai akibat dari bencana gempa 

yang melanda pulau lombok beberapa waktu lalu khususnya Kota 

Mataram, salah satunya di sektor pariwisata, usaha jasa dan industri 

perdagangan. Angka kunjungan wisata Kota Mataram mengalami 

penurunan dikarenakan para wisatawan memilih untuk meninggalkan 

pulau lombok, selain itu juga bencana gempa berpengaruh kepada angka 

rata-rata lama tinggal. Pada bulan agustus pasca gempa melanda Kota 

Mataram, angka kunjungan wisata Kota Mataram menurun sampai 

kepada 28,18% dari sebelumnya senilai 46,16% pada bulan juni sebelum 

gempa bumi terjadi. Pada sektor usaha jasa dan industri perdagangan 

mengalami gangguan aktifitas dikarenakan rusaknya sejumlah pasar, 

pertokoan dan fasilitas perekonomian lainnya, selain itu juga distribusi 

bahan baku komoditas pangan mengalami gangguan dikarenakan daerah 

/ kabupaten penghasil merupakan daerah yang terkena dampak gempa. 

Selain itu juga sebagai akibat dari gempa yang terjadi para pedagang 

dan pelaku lainnya sementara ini masih enggan untuk melakukan 

aktifitas perdagangan dikarenakan masih mengalami trauma, dan 

terdapat kerusakan pada beberapa titik bangunan akibat gempa yang 

dirasakan beberapa waktu lalu. 

Dibawah ini beberapa tantangan dan prospek perkembangan 

perekonomian Kota Mataram: 

Tantangan 

1. Komponen pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) 

merupakan stimulus bagi perekonomian.Pemotongan alokasi Dana 

Perimbangan dan Penundaan DAU Kota Mataram dan Provinsi NTB 

menyebabkan terhambatnya beberapa kegiatan fisik hingga APBD-P 

ditetapkan yang berujung kepada muncul potensi melambatnya 

kinerja ekonomi daerah. 

2. Jumlah persentase penduduk miskin yang masih tinggi sebesar 9,05% 

dan tingkat ketimpangan yang direpresentasikan melalui gini ratio 

sebesar 0,37 (Tahun 2018). 

3. Tingkat Pengangguran terbuka mengalami fluktuasi sebagai 

konsekwensi Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, 

pusat perdagangan dan jasa di Nusa Tenggara Barat. 
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4. Arah perkembangan perekonomian Kota Mataram cenderung pada 

perdagangan dan jasa.  

5. Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional, berkembangnya 

industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) 

6. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah angkatan kerja dengan 

penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan 

dan keperluan pasar kerja. 

7. Penciptaan wirausahawan baru untuk menyerap angkatan kerja yang 

belum memiliki pekerjaan.  

Prospek 

1. Geliat ekonomi yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir 

yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi berkisar 7-8 % dapat 

menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menggenjot 

perekonomian dan mendistribusikannya kearah perekonomian rakyat 

dalam rangka peningkatan ekonomi inklusif beriringan dengan 

momentum investasi yang terus menggeliat di Kota Mataram. 

2. Posisi geografis Kota Mataram yang terletak pada kawasan segitiga 

emas pariwisata yaitu Bali-Toraja-Komodo dan Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI) serta lintas transportasi darat nasional merupakan 

peluang yang strategis bagi pengembangan investasi dan Kota 

Mataram memiliki keunggulan dibidang perdagangan dan jasa 

dibandingkan daerah sekitar di Nusa Tenggara Barat yang 

menunjangdestinasi wisata yang ada dan tersebar di wilayah Pulau 

Lombok.  

3. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas 

kepada daerah dalam mengurus daerahnya, sehingga dapat  

membuka peluang bagi daerah untuk menetapkan kebijakan-

kebijakan dalam segala aspek pembangunan yang disesuaikan 

dengan kondisi riil daerah. Dengan demikian kebijakan-kebijakan 

tersebut akan dapat diimplementasikan secara nyata.  

4. Meningkatkan kualitas good governance secara nasional. Globalisasi 

berdampak sangat luas terhadap semua aspek kehidupan masyarakat 

termasuk diantaranyameningkatnya tuntutan terhadap Good 

Governance. Meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance ini 

merupakan peluang bagi semua komponen kota untuk membenahi 

diri dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, 
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profesional, responsif dan akuntabel sehingga visi pemerintah kota 

dapat diwujudkan. 

5. Geliat pariwisata Nasional yang menetapkan pulau Lombok sebagai 

Destinasi Halal serta Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika di 

NTB yang merupakan satu dari 3 Kawasan Pariwisata se-Nasional yang 

diprioritaskan tahun 2018, menjadikan Kota Mataram dapat 

memposisikan diri sebagai salah satu pendukung destinasi pariwisata 

di NTB. 

6. Hubungan internasional yang bersifat global seperti Asean Free Trade 

Area (AFTA), Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) dan World 

Trade Organization (WTO) memberi peluang yang besar untuk 

mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjangkau pasar 

kerja global. Selain itu, adanya kepercayaan dunia internasional yang 

cukup tinggi terhadap tenaga kerja Indonesia dapat memberi peluang 

tingginya penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran 

akan semakin rendah. 

7. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NasionalKota Mataram 

ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi 

sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan 

jasa skala regional sehingga berkembangnya industri MICE (Meetings, 

Incentives, Conferences, and Exhibitions). 

8. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai 

tahun 2016 membuka tersedianya pasar baru bagi barang, jasa, 

investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. 
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BAB  3 

ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM  

PENYUSUNAN RANCANGAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 

 
Bab ini berisikan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
 

3.1  Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD 

Provinsi NTB dan Kota Mataram 

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen 

bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara 

bertahap dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Pelaksanaan 

pembangunan harus difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 

yang menjamin pemerataan dan keadilan untuk mengurangi kemiskinan, 

ketimpangan antar penduduk, ketimpangan kewilayahan antara Jawa dan 

luar Jawa, kawasan barat dan timur serta antara kota-kota dan kota-

desa. 

Untuk mendukung hal tersebut, kebijakan ekonomi diarahkan 

kepada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dituangkan ke 

dalam rencana pembangunan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP). Tema pembangunan Nasional tahun 2019 adalah “Pemerataan 

Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas.” Tema ini 

menekankan pada Pembangunan SDM melalui pengurangan kemiskinan 

dan peningkatan pelayanan dasar, penguatan konektivitas antarwilayah, 

peningkatan investasi sebagai nilai tambah ekonomi melalui sektor jasa 
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produktif dan pemantapan ketahanan energi serta stabilitas keamanan 

nasional termasuk penyuksesan pelaksanaan pemilu nasional. 

Dalam penyusunan APBN didasarkan atas pemikiran bahwa 

stabilitas ekonomi diperlukan untuk mempertahankan angka 

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Dengan pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan stabil dapat menggerakkan sektor ekonomi sehingga 

dapat membuka banyak lapangan pekerjaan yang dimana akan dapat 

menekan angka kemiskinan.  

 

3.1.1 Asumsi Ekonomi Makro Indonesia 

Berdasarkan Permendagri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sasaran dan target yang 

harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain:  

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 - 5,8 persen, inflasi 

secara nasional berkisar antara 2,5 - 4,5 persen. 

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada 8,5 – 9,5 persen; IPM menjadi 

71,98;  Gini Rasio 0,38 – 0,39 dan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,8 

– 5,2 persen; 

3. Sasaran pemerataaan pembangunan antar wilayah: Kontribusi 

wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21.87 persen, 

Jawa 58.15 persen, Kalimantan 8.09 persen, Sulawesi 6.15 persen, 

Bali – Nusa  Tenggara 3.22 persen, Maluku 0.52 persen, dan Papua 

2.1 persen.  

Selanjutnya berdasarkan asumsi ekonomi makro yang di sampaikan oleh 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional dalam acara Koordinasi Teknis Perencanaan 

Pembangunan (Kortekrenbang) Regional II Tahun 2018 di Mataram, 6 

Maret 2018, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan 

didukung oleh momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan 

harga komoditas yang terus berlanjut di tahun 2018 dan tahun 2019. 

Pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan akan terus meningkat 

dengan tingkat laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 2,5 – 4,5 

persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran 

Rp.13.500 – Rp.13.700 per dolar Amerika Serikat. 

 

Tema kebijakan fiskal tahun 2019 APBN untuk mendorong 

investasi dan daya saing. Untuk mendorong investasi dan daya saing 

tersebut, strategi fiskal yang diambil oleh Pemerintah adalah mobilisasi 
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pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan 

yang efisien dan kreatif. Secara garis besar, kebijakan pendapatan 

negara tahun 2019 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan 

negara. Kebijakan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) akan terus mengedepankan perbaikan dan kemudahan layanan, 

menjaga iklim investasi yang kondusif, dan keberlanjutan usaha. 

Dari sisi perpajakan, melihat perkembangan positif pertumbuhan 

penerimaan perpajakan pasca Tax Amnesty dan momentum 

pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat 

mencapai 11,4-11,9 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). 

Sementara itu, kebijakan PNBP diarahkan untuk optimalisasi produksi 

hulu migas dan pertambangan minerba dengan diikuti upaya efisiensi 

biaya produksi. Dari sisi belanja, kebijakan belanja ditujukan untuk 

penguatan kualitas SDM, menciptakan pendidikan yang berkualitas dan 

berkarakter. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk meningkatkan 

efektivitas program perlindungan sosial, akselerasi pengentasan 

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan serta melindungi daya beli 

masyarakat miskin dan rentan.  

Dalam pembiayaan APBN tahun 2019, Defisit dan rasio utang tetap 

dikendalikan dengan kecenderungan yang menurun dan dalam batas 

aman. Pemerintah pun akan mendorong keseimbangan primer menuju 

positif untuk memperkuat kesehatan APBN. Sejalan dengan kebijakan 

belanja tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat dan 

mengefektifkan belanja pada kementerian negara/lembaga dan dana 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, selain itu juga dengan memperkuat 

daya tahan dan mengendalikan risiko melalui pengendalian defisit dan 

rasio utang sehingga dapat terjaga tingkat kesinambungan fiskal.  

Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan 

pendapatan dan efisiensi belanja, defisit anggaran diperkirakan akan 

cenderung menurun dalam jangka menengah, yaitu dari 1,8–2,1 persen 

terhadap PDB pada tahun 2019, menjadi sekitar 1,6-1,9 persen terhadap 

PDB pada tahun 2021. Kebijakan pembiayaan dalam jangka menengah 

akan difokuskan dengan mendorong efisiensi dan keberlanjutan 

pembiayaan, yang akan ditempuh melalui pengendalian defisit dan rasio 

utang dalam batas aman dan diupayakan menurun dalam jangka 

menengah, mendorong keseimbangan primer menuju positif (0,10-(0,25) 

persen terhadap PDB pada tahun 2021), serta penguatan pembiayaan 
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kreatif dan inovatif. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah tahun 

2019–2021 disajikan dalam tabel dibawah. 

Tabel  3.1 

Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2019 - 2021 

No Uraian Tahun 

2019 2020 2021 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pendapatan Negara dan hibah (%) 

Belanja Negara (%) 

Keseimbanan Primer (%) 

Surplus/ Defisit Anggaran (%) 

Pembiayaan Anggaran (%) 

12,8-13,9 

14,6-16,0 

(0,19)-(0,49) 

(1,80)-(2,11) 

1,8-2,1 

13,5-14,6 

15,2-16,5 

(0,11)-(0,35) 

(1,77)-(2) 

1,8-2,0 

14,2-15,2 

15,8-17,1 

0,10-(0,25) 

(1,58)-(1,9) 

1,6-1,9 

     Sumber : Kementerian Keuangan. 

RAPBN jangka menengah akan didasarkan pada asumsi-asumsi 

ekonomi makro kedepan, serta fokus kebijakan belanja negara, 

pengelolaan defisit dan pembiayaan ke depan. Disamping itu, asumsi 

dasar ekonomi makro jangka menengah juga merupakan arah 

pergerakan dan kondisi perekonomian domestik ke depan.  Perkiraan 

asumsi-asumsi tersebut didasarkan pada berbagai proyeksi 

perekonomian global dan domestik ke depan, yang dikombinasikan 

dengan sasaran-sasaran dan rencana program pembangunan di dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). 

Tabel 3.2. 

Sasaran Pembangunan RPJMN 2015 -2019 

Indikator Makro Ekonomi 
2014 
(BASELINE) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pertumbuhan Ekonomi (%)  

(Angka Realisasi & Penyesuaian 
Target) 

5,1 

(5,0) 

5,8 

(4,8) 

6,6 

(5,3)** 

7,1 

 
7,5 8.0 

Rasio Pajak terhadap PDB (%) 

(Angka Realisasi & Proyeksi) 

11,5 

(10,9) 

13,2 

(10,6) 

14,2 

(12,2)** 

14,6 

 
15,2 16,0 

Pengangguran (%) 

(Angka Realisasi & Penyesuaian 
Target) 

5,6-5,9 

(5,94) 

5,5-5,8 

(6,18) 

5,2-5,5 

(5,6-5,9) 

5,0-5,3 

 
4,6-5,1 4,0-5,0 

Angka Kemiskinan (%) 

(Angka Realisasi & Penyesuaian 
Target) 

9,0-10,0 

(10,96) 

9,5-10,5 

(11,13) 

9,0-10,0 

(10,0-10,8) 

8,5-9,5 

 
7,5-8,5 7,0-8,0 

Gini Ratio (Indeks) 

(Angka Realisasi & Penyesuaian 
Target) 

n.a 

(0,41) 

0,40 

(0,41) 
0,39 0,38 0,37 0,36 
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*) Dengan perkembangan saat ini, target tersebut perlu dipertimbangkan kembali 
**) target APBN 2016 
***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi dan rasa aman.  
Sumber: RPJMN 2015 – 2019 

 

Pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah diupayakan untuk 

terus meningkat sejalan dengan membaiknya perkiraan perekonomian 

global. Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan perbaikan 

ekonomi global sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi domestik. 

Dari sisi pengeluaran, pencapaian target pertumbuhan ekonomi akan  

diarahkan pada peningkatan peran investasi sebagai motor penggerak 

pertumbuhan dan mempertahankan pertumbuhan dari konsumsi 

masyarakat. Konsumsi rumah tangga akan didorong oleh meningkatnya 

jumlah penduduk yang berusia produktif dan masyarakat berpenghasilan 

menengah. Sedangkan, dari sisi investasi dan belanja pemerintah, 

pembangunan infrastruktur disertai dengan iklim investasi yang kondusif 

akan menjadi motor penggerak utama. Dari sisi perdagangan, relatif 

stabilnya harga minyak dan komoditas, serta stabilitas perekonomian 

yang akan dicapai oleh negara-negara maju seperti AS akan berdampak 

pada ekspor dan impor. Perkiraan kebijakan perdagangan internasional 

AS yang berubah juga akan berpengaruh terhadap pola perdagangan 

antar negara, termasuk Indonesia. Dari sisi sektoral, pembangunan 

infrastruktur dan investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, investor 

asing, maupun domestik, akan berdampak positif terhadap seluruh sektor 

terutama sektor pertanian, sektor industri, sektor konstruksi, dan sektor 

perdagangan. Sedangkan transisi demografi, yang diindikasikan dengan 

bertambahnya jumlah angkatan kerja, akan mendorong tumbuhnya 

permintaan dari masyarakat berpenghasilan menengah yang pada 

akhirnya akan mendorong berkembangnya sektor transportasi dan 

komunikasi, termasuk jasa pendidikan dan keuangan serta asuransi. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi 

diperkirakan akan mencapai rentang 5,5-6,9 persen padatahun 2019-

2021. 

Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) 

73,8 74,8 75,3 75,7 76,1 76,3 

Indeks Pembangunan 

Masyarakat 

(IPMAS) 

0,55 meningkat meningkat meningkat meningkat meningkat 
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Dalam jangka menengah, Pemerintah terus berkomitmen untuk 

mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil untuk 

mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Program-program perbaikan dan 

pembangunan infrastruktur yang telah dimulai akan memperkuat sisi 

penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi nasional. Selain itu, 

pembangunan infrastruktur juga akan mendorong lancarnya arus 

distribusi barang yang mendukung program stabilisasi harga. 

Dari sisi domestik, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan 

suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang 

relatif lebih baik dibandingkan negara lain dikawasan, laju inflasi yang 

terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali 

memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial 

semakin besar. Nilai tukar yang relatif stabil diperkirakan akan 

mendukung stabilitas ekonomi nasional. Berbagai faktor domestik yang 

semakin kondusif diharapkan mampu mendorong pergerakan suku bunga 

SPN 3 bulan di tingkat yang relatif rendah. Faktor perekonomian 

eksternal dan domestik yang didukung kondisi fiskal yang sehat akan 

berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik. Dengan 

memperhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 

pada tahun 2019 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,6-5,4 

persen dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020-2021 pada 

kisaran 4,5-5,3 persen. 

Nilai tukar ditetapkan dalam keseimbangan yang terjadi di pasar 

valuta asing, sebagai hasil pertemuan antar permintaan dan penawaran. 

Permintaan akan valuta asing antara lain bersumber dari kebutuhan 

valuta asing oleh importir, arus modal keluar, dan pihak-pihak yang 

memiliki kewajiban akan pinjaman dalam bentuk valuta asing (baik 

Pemerintah, BUMN, swasta, maupun rumah tangga). Penawaran akan 

valuta asing antara lain bersumber dari pendapatan valuta asing yang 

diperoleh dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (antara lain 

penanaman modal asing dan portofolio jangka pendek), dan pihak-pihak 

yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Dalam 

kerangka ini, terdapat beberapa faktor, baik dari sisi permintaaan 
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maupun penawaran, yang menjadi dasar perkiraan pergerakan nilai tukar 

di tahun 2019 hingga 2021. Selain dari sisi permintaan dan penawaran, 

pergerakan nilai tukar juga akan dipengaruhi oleh faktor lain yang 

mampu mengurangi risiko volatilitas nilai tukar ke depan. Kehati-hatian 

pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta 

asing dari Pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema hedging 

untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan 

ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko 

tekanan bagi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Berdasarkan 

gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar selama tahun 

2019 hingga 2021 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran 

Rp13.500-14.000. 

Pergerakan harga minyak mentah dunia jangka menengah 

diperkirakan mengalami tren meningkat seiring dengan perbaikan 

permintaan dunia yang didorong oleh peningkatan aktivitas 

perekonomian global. Hal ini berdampak pada pergerakan harga minyak 

mentah Indonesia yang juga diperkirakan mengalami peningkatan. Di sisi 

lain, terdapat juga faktor-faktor yang menghambat kenaikan harga 

minyak mentah dunia, seperti adanya potensi kenaikan cadangan minyak 

dunia seiring dengan tren peningkatan produksi minyak mentah, 

terutama di berbagai negara Non-OPEC. Selain itu, penggunaan energi 

alternatif, seperti shale gas dan biofuel juga dapat mendorong penurunan 

harga minyak mentah. Namun demikian, faktor-faktor lain yang cukup 

berpotensi menyebabkan gejolak harga minyak mentah tetap harus 

diwaspadai, seperti perkembangan geo-politik internasional serta 

gangguan cuaca yang dapat mengganggu proses produksi. Dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor di atas, ICP diperkirakan berada pada 

kisaran harga 45-65 dolar AS per barel pada periode tahun 2019-2021. 

Dalam jangka menengah, lifting minyak cenderung terus menurun 

terutama disebabkan oleh usia sumur yang semakin menua dan upaya 

eksplorasi terhambat karena kurangnya akses infrastruktur ke sebagian 

besar potensi lokasi cadangan minyak. Lifting minyak bumi di tahun 2021 

diperkirakan berada pada kisaran 651-802 ribu bph. Guna mengantisipasi 

penurunan yang lebih tajam dalam jangka menengah dan panjang, 
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pemerintah berupaya menjalankan strategi dan kebijakan baik secara 

teknis maupun nonteknis serta upaya khusus untuk meningkatkan daya 

tarik (attractiveness) investasi. Asumsi dasar ekonomi makro jangka 

menengah tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel  3.3 

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2019 – 2021 

No Uraian Tahun 

  2019 2020 2021 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 

Inflasi (%) 

Nilai Tukar Rupiah (Rp) 

Bunga SPN 3 Bulan (%) 

Harga Minyak Mentah 

Indonesia (US$) 

Lifting Minyak (000 

barel/hari) 

Lifting Gas (000 barel setara 

minyak per hari) 

5,5 – 6,5 

2,5-4,5 

13.500-13.900 

4,6-5,4 

45-60 

 

722-850 

 

1.210-1.300  

5,7 – 6,7 

2,0-4,0 

13.700-14.000 

4,5-5,3 

50-65 

 

695-840 

 

1.191-1.300 

 

5,9 – 6,9 

2,0-4,0 

13.700-14.000 

4,5-5,3 

50-65 

 

651-802 

 

1.226-1.300 

 

     Sumber : Kementerian Keuangan. 

 

Dalam perkembangan di Tahun 2019, pemerintah 

mempertimbangkan kembali kondisi yang ada serta melakukan pemetaan 

kembali target indikator ekonomi makro nasional. Dalam Nota Keuangan 

APBNP 2018, Pemerintah pusat masih mempertahankan 

asumsi pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5,5 persen. Angka 

pertumbuhan ekonomi ini cukup optimistis jika dibandingkan dengan 

perkiraan beberapa lembaga dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) 

memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 3,4 

persen. Sedangkan pada rencana perubahan APBN 2017, Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia merasionalisasikan target pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada angka 5,1 persen. 

Pemerintah telah menyepakati angka-angka asumsi makro 

Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019. Salah 

satu target estimasi yang mendapat sorotan dari rapat kerja (raker) 

tersebut adalah range pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% - 5,6%.  
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Tabel 3.4. 

Asumsi Ekonomi Makro Pada APBN 2016, APBN 2017, RAPBNP 2017, 
APBN 2018 dan RAPBN 2019 

ASUMSI MAKRO APBN 2016 APBN 2017 
RAPBNP 

2017 
APBN 2018 

RAPBN 
2019* 

Pertumbuhan 
Ekonomi:  

5,02 persen 5,1 persen 5,2 persen  5,4 - 6,1 
persen  

5,5-6,5 

Inflasi 3,02 persen 4,0 persen 4,3 persen 3,5 ± 1 
persen 

 

2,5 – 4,5 

Bunga SPN 5,5 persen 5,3 persen 5,2 4,8 – 5,6 
persen 

4,6 – 5,2 

Nilai tukar rupiah 

13.313 per 
dolar AS 

13.300 per 
dolar AS 

13.400 per 
dolar AS 

13.500-
13.800 per 

dolar AS 

13.700 – 
14.000 

ICP US$ 50 per 
barel  

US$ 45 per 
barel  

US$ 50 per 
barel  

US$ 45-60 
per barel 

US$ 60-70 
per barel 

Lifting Minyak 830.000 

barrel/hari 

780.000 

barrel/hari 

815.000 

barrel/hari 

771.000 – 

815.000 
barrel/hari 

722.000 – 

805.000 
barrel/hari 

Lifting Gas 1.155.000 
barrel/hari 

1.150.000 
barrel/hari 

1.150.000 
barrel/hari 

1.194.000 – 
1.235.000 

barrel/hari 

1.210.000 – 
1.300.000 

barrel/hari 

Sumber: Nota Keuangan APBN 2018, website Kementerian Keuangan 2018, data 

diolah  

Pencapaian target pertumbuhan ekonoimi yang diasumsikan pada 

tahun 2019 dapat dirincikan sebagai berikut: 

a. Sisi Produksi: 

- Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap 

pertumbuhan yaitu :sektor Industri pengolahan terutama non migas; 

pertanian; Perdagangan; Informasi dan komunikasi; Konstruksi; dan 

Jasa keuangan 

- Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap 

pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah: Industri 

pengolahan; Pertanian; dan Pariwisata. 

b. Sisi Pengeluaran dengan rincian pertumbuhan tiap komponen sebagai 

berikut: 

- Komponen Konsumsi Rumah Tangga 5,4 persen dan komponen 

Investasi (PMTB) sebesar 8 persen. Kedua komponen ini harus 
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menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan 

kebutuhan investasi sebesar Rp.5.356,5 Triliyun. 

- Komponen konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani 

Rumahtangga (LNPRT) sebesar 9,6 persen; 

- Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 5,3 persen. Konsumsi 

pemerintah akan relatif terbatas seiring ruang fiskal yang sempit, 

dan prioritas pada alokasi belanja modal; 

- Ekspor sebesar 2,2 persen. Kinerja Ekspor masih terbatas seiring 

dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga 

komoditas. Namun ekspor jasa akan meningkat, terutama 

didorong oleh peningkatan pariwisata; dan 

- Impor sebesar 2,6 persen. Impor akan tumbuh lebih cepat dari 

ekspor seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 

permintaan domestik. 

Skenario target nasional diatas disusun dengan asumsi terjadi 

perbaikan ekonomi global dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

dunia. Kondisi peningkatan harga minyak dunia yang lebih tinggi dari 

target dapat berdampak positif terhadap penerimaan namun juga dapat 

menimbulkan tekanan bagi kenaikan inflasi nasional. 

Selain itu, berdasarkan tema tersebut maka dalam rancangan RKP 

tahun 2019 ditentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan 

nasional yang dituangkan ke dalam Rancangan 5 Prioritas Nasional dan 

24 Program Prioritas. Prioritas nasional dan Program Prioritas di tahun 

2019 ini antara lain:  

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan 

peningkatan pelayanan dasar: Percepatan Pengurangan Kemiskinan, 

peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerataan 

pelayanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses masyarakat 

terhadap perumahan dan permukiman layak,peningkatan tata kelola 

layanan dasar. 

2. pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan 

konektivitas dan kemaritiman: Peningkatan konektivitas dan TIK, 



Bab 3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan APBD 

 

 
Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun 2019 III-11 

Percepatan pembangunan papua dan papua barat, percepatan 

pembangunan daerah tertinggal dan desa, penanggulangan 

bencana, peningkatan sistem logistik. 

3. penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja 

melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya: 

peningkatan eksport dan nilai tambah produk pertanian, percepatan 

peningkatan eksport dan nilai tambah industri 

pengolahan,peningkatan nilai tambah jasa produktif, percepatan 

peningkatan keahlian tenaga kerja, pengembangan iptek dan 

inovasi untuk meningkatkan produktivitas. 

4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air: 

Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, 

Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan; 

Peningkatan kantitas, kualitas dan aksesibilitas air; Peningkatan 

daya tampung SDA dan daya tampung lingkungan. 

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu: Kamtibmas 

dan keamanan siber; Kesuksesan pemilihan umum; Pertahanan 

wilayah nasional; Kepastian hukum dan reformasi birokrasi; 

Efektifitas diplomasi. 

Adapun perkembangan asumsi makro dalam RKP 2019 dan RAPBN 

2019 sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Perbandingan Asumsi Ekonomi Makro Pada RKP 2019 
dan RAPBN 2019 

Asumsi Makro RKP 2019 RAPBN 2019 

Pertumbuhan Ekonomi 5,4 – 5,8  5,5-6,5 

Inflasi 2,5 – 4,5  2,5 – 4,5 

Nilai tukar rupiah 
13.500 – 13.700 per 
dolar AS 

13.700 – 14.000 per 
dolar AS 

Suku bunga Surat 
Perbendaharaan Negara 

(SPN) 3 bulan 

- 4,6 – 5,2 

ICP US$ 55 per barel US$ 60-70 per barel 

Lifting Minyak 800.000 barrel/hari 
722.000 – 805.000 
barrel/hari 
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Lifting Gas 1.200.000 barrel/hari 
1.210.000 – 1.300.000 
barrel/hari 

Tingkat pengangguran 4,8-5,2 persen 4,8-5,2 persen 

Kemiskinan 8,5 – 9,5 % 8,5 – 9,5 % 

Gini Ratio 0,38-0,39 0,38-0,39 

Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

71,98 71,98 

Sumber: paparan Rancangan Awal RKP 2019 dan RAPBN 2019 oleh Meneteri 

PPN/Bappenas, data diolah 

 

3.1.2 Kaitan Sasaran Ekonomi Makro APBN Dengan Asumsi APBD 

Provinsi NTB Dan APBD Kota Mataram 

Penentuan asumsi makro ekonomi APBD Provinsi NTB maupun 

APBD Kota Mataram tidak terlepas dari Asumsi yang digunakan dalam 

APBN, sehingga penetapan KUA Kota Mataram tahun 2019 harus 

memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal maupun 

nasional. 

Gambaran ekonomi makro nasional dan daerah dapat berkaitan 

kuat/lemah dengan perkembangan ekonomi daerah bergantung dari 

karakteristik perekonomian daerah tersebut. Namun sasaran ekonomi 

makro nasional yang diproyeksikan menurun dari yang direncanakan 

dalam RKP 2019 dapat dikaitkan dengan Kebijakan Dana Transfer ke 

Daerah yang berpotensi menurun. Hal tersebut juga didasari pengalaman 

penurunan alokasi Dana Transfer Pusat kepada Kota Mataram dalam 

APBN Perubahan Tahun 2017 dimana asumsi target Pendapatan Nasional 

yang tidak tercapai sebagai akibat pelemahan ekonomi dunia.  

Alokasi dana tranfer ke daerah dilakukan untuk menjaga 

konsistensi dan keberkelanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna 

menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung 

jawab. Alokasi Dana Transfer difokuskan untuk mendukung pemenuhan 

kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama seiring dengan 

penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. 

Tujuannya adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah 

serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas 

nasional maupun prioritas daerah.  

Terkait kebijakan formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), 

dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka 
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pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Jumlah keseluruhan DAU 

ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah 

Pusat mengalokasikan sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan 

dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU bersifat “Block 

Grant” yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya 

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Langkah-langkah 

untuk penyempurnaan formula alokasi, proses perhitungan, dan 

penetapan alokasi akan tetap dilanjutkan, antara lain melalui 

peningkatan koordinasi dan akurasi data dasar perhitungan DAU yang 

bersumber dari instansi yang berwenang dan meningkatkan akuntabilitas 

penggunaannya.  

Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dialokasikan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional 

dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan 

pencapaian sasaran nasional. Hal ini dipertegas di Pasal 51 Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. DAK 

dimaksudkan untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, berbagai kegiatan regional, 

nasional dan internasional yang berlangsung, serta daya tarik pariwisata 

di Pulau Lombok yang semakin meningkat menjadikan dasar optimisme 

perkembangan ekonomi yang semakin baik pada Tahun 2017. Selain itu, 

kebijakan Dana Transfer yang diarahkan guna mendorong peningkatan 

kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi menjadi salah 

satu strategi menjaga kondisi regional tetap kondusif bagi perekonomian. 

Hal ini terkait dengan peningkatan local taxing power guna memperbesar 

sumber pendapatan daerah, terutama pasca dilaksanakannya devolusi 

Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkotaan dan Perdesaan (PBB) sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang hasilnya dapat digunakan sebagai modal 

pembangunan daerah. 

Secara ringkas sasaran makro yang digunakan pada penyusunan 

APBN, asumsi APBD Provinsi NTB Dan APBD Kota Mataram Tahun 2018 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.6. 

Sasaran Makro Ekonomi APBN dan Asumsi APBD Provinsi NTB 

dan APBD Kota Mataram 

No Indikator Makro Ekonomi 
Sasaran  

APBN 2018 

Asumsi RKPD 

Prov. NTB 

2018 

Sasaran Kota 

Mataram 

2018 

1 Pertumbuhan Ekonomi (persen) 5,4-6,1 6,00-6,25 8,17 

2 Laju Inflasi (persen) y-o-y 3,5 ± 1 6,5-7 4-5 

7 
Tingkat Pengangguran terbuka 

(%) 
5,3 - 5,6 4,24 2,24 

8 Angka Kemiskinan (%) 10,0 13,25 8,06 

Sumber: RAPBN 2018, bahan musrenbang Prov 2017, Target RPJMD Kota Mataram 

2016-2021 

3.2 . Perkembangan PDRB 

Perkembangan kondisi perekonomian Kota Mataram tahun 

sebelumnya menunjukan kinerja yang stabil walaupun terjadi sedikit 

penurunan tipis laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tercatat sebesar 

7,99 persen dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 8,10 persen. Jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 

yang mengalami perlambatan menjadi 5,1 persen di tahun 2014 lebih 

rendah dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 5,8 persen serta 

terdapat banyak tantangan dalam perkembangan ekonomi daerah 

sebagai akibat dari kebijakan nasional, yaitu pengurangan subsidi pada 

beberapa komoditi kelompok administered prices dan kebijakan 

peningkatan penerimaan pajak secara bersamaan, perekonomian Kota 

Mataram menunjukan struktur ekonomi yang kuat terhadap goncangan 

isu global dan nasional. Peran Kota Mataram sebagai pusat perdagangan 

dan jasa mendorong peningkatan kinerja perekonomian Kota Mataram.  

Peningkatan sektor pariwisata di NTB juga mendorong peningkatan 

perdagangan dan jasa di Kota Mataram karena peran Kota Mataram 

masih kuat dalam menopang kebutuhan daerah-daerah sekitar yang 

memiliki obyek pariwisata. Dengan melihat perkembangan tersebut, 

PDRB Kota Mataram Tahun 2017 diproyeksikan tumbuh sebesar 8,11 

persen yang berada jauh diatas pertumbuhan PDB Nasional yang 

ditargetkan sebesar 6 persen seiring semakin majunya kegiatan 

perekonomian di Kota Mataram. Pertumbuhan ekonomi secara sektoral 
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juga memperlihatkan sektor-sektor unggulan yang dilihat dari 

peranannya yang dominan pada pembentukan PDRB. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2013 sampai 

dengan target/proyeksi Tahun 2017 memiliki pola yang menggembirakan 

dan berada diatas persentase laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. 

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram terhadap 

Provinsi NTB dan Nasional pada periode Tahun 2013 sampai dengan 

Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar berikut : 

Gambar 3.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram terhadap Provinsi NTB dan 
Nasional Tahun 2014 – 2016 dan proyeksi tahun 2017-2018 

 
Sumber : BPS, Bappeda Kota Mataram, berbagai sumber, data diolah 2018 

Secara umum perkembangan indikator PDRB Kota Mataram dan 

turunannya serta kaitannya dengan angka kemiskinan dan tingkat 

pengangguran Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 3.11 : 

 

Tabel 3.7 

Laju Pertumbuhan indikator makro Kota Mataram Tahun 2015-2017  

dan Proyeksi Tahun 2018-2019 

INDIKATOR MAKRO 
EKONOMI 

2014 2015 2016 2017 2018*** 2019*** 

LAJU 
PERTUMBUHAN 
EKONOMI (LPE) 

8,10 7,99 8,06 8,11 8,17 8,20 

PDRB ADHB (Juta 
Rp.) 

11.634.045,00 13.219.267,00 14.805.416,00 17.253.851,93 19.676.919,22 22.527.400,38 

PDRB ADHK (Juta 
Rp.) 

9.890.461,00 10.680.375,00 11.541.099,00 12.477.688,89 13.497.116,07 14.603.879,59 

8.1 7.99 8.06 8.11 8.17

5.06
5.62

8 8.5

8.5

5.01 4.88
5.02 5.3 5.4
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2014 2015 2016 2017* 2018**
Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB
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INDIKATOR MAKRO 
EKONOMI 

2014 2015 2016 2017 2018*** 2019*** 

PDRB PER KAPITA 
ADHB (Rp) 

26,38 29,361,403 32,233,757 36.827,152 41.210.279,10 46.284.582,00 

PDRB PER KAPITA 
ADHK (Rp) 

22,42 23.722,253 25,13 26.632,762 28.267.632,45 30.004.992,00 

 

** angka prediksi 

***angka target RPJMD 

Sumber:  BPS Kota Mataram, Angka Proyeksi Bappeda Kota Mataram, 2017 

Berdasarkan tabel diatas, selama Tahun 2015-2017 dan proyeksi 

tahun 2018-2019 nilai PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku 

(ADHB) terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2018 PDRB 

ADHB Kota Mataram ditargetkan sebesar Rp 19,67 Miliar dan tahun 2019 

diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 22,52 Miliar, PDRB  ADHK Kota 

Mataram tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 13,49 Miliar dan tahun 2019 

diproyeksikan menjadi Rp. 14,6 Miliar. Tingkat pertumbuhan ekonomi 

tahun 2018 ditargetkan sebesar 8,17 persen dan tahun 2019 

diproyeksikan pada kisaran 8,20 persen. 

Proyeksi pertumbuhan tersebut dapat tercapai dengan 

mempertimbangkan peningkatan kondusifitas iklim investasi di Kota 

Mataram yang terus membaik. Dengan meningkatnya iklim investasi 

maka akan langsung berdampak kepada empat sektor terbesar 

penyumbang ekonomi Kota Mataram yang masuk kedalam kelompok 

sektor tersier. Proyeksi tahun 2018 berdasarkan kondisi tersebut antara 

lain: sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, Konstruksi, Industri Pengolahan dan Jasa Keuangan dan Asuransi 

berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram.  

Posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat 

menjadikannya sebagai pusat perdagangan sehingga arus keluar masuk 

barang dari berbagai daerah semakin meningkat, demikian pula dengan 

investor yang semakin tertarik untuk berinvestasi dibidang pariwisata 

dan properti sehingga pembangunan hotel dan perumahan melalui sektor 

Konstruksi ikut menyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap 

pembentukan PDRB Kota Mataram. Sebagai kota metro yang 

berkembang, Kota Mataram memiliki daya tarik yang besar bagi 

penyediaan fasilitas perbankan dan jasa keuangan, listrik, gas dan air, 
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serta jasa pendidikan sehingga memberikan sumbangan terhadap nilai 

PDRB.  

Perkembangan struktur perekonomian Kota Mataram mengarah 

kepada Kota dengan struktur jasa (Service City), dimana Kota Mataram 

yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi-

fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa 

dan pariwisata, sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran 

pemerintahan dan fasilitas sosial, pusat pelayanan bagi kegiatan 

perdagangan serta pusat kegiatan bisnis. Karena fungsinya sebagai pusat 

pelayanan–pelayanan tersebut, maka kebutuhan akan jasa 

pendukungnya cukup tinggi. 

Laju pertumbuhan ekonomi bermanfaat untuk mengukur kemajuan 

ekonomi sebagai hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sedangkan untuk mengukur tingkat kemakmuran 

masyarakat digunakan Angka PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per 

Kapita. PDRB Per Kapita memberikan gambaran kasar bagian PDRB yang 

diterima secara rata rata oleh seluruh penduduk dalam suatu daerah dan 

merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk 

pertengahan tahun. 

Pada Tahun 2017 PDRB Per Kapita Kota Mataram mencapai 

Rp.36.827.152/tahun mengalami peningkatan sebesar 12,5% 

dibandingkan dengan Tahun 2016 yang tercatat Rp. 32.233.757/tahun. 

Perkembangan yang cukup tinggi besaran PDRB Per kapita merupakan 

pengaruh oleh  inflasi pada Tahun 2016 yang stabil serta daya beli 

masyarakat yang meningkat dan untuk lebih jelas untuk perkembangan 

PDRB per kapita Kota Mataram Tahun 2015 sampai dengan perkiraan 

Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar berikut: 
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Gambar 3.2 

Grafik PDRB per Kapita Kota Mataram Tahun 2014 – 2016  

dan proyeksi tahun 2017-2018 

Sumber : Data diolah 2017 

Melihat perkembangan perekonomian yang baik di Kota Mataram 

maka, PDRB Per Kapita Kota Mataram Tahun 2018 atas dasar harga 

berlaku diprediksi menjadi Rp.41.210.279/tahun. Hal ini diproyeksikan 

bahwa secara makro penduduk Kota Mataram memiliki daya beli yang 

tinggi.  

3.3  Gambaran Perkembangan Indikator Lainnya Yang Menunjang 

Ekonomi Kota Mataram 2015-2019 

Kondisi perekonomian dapat dilihat dari beberapa indikator makro 

ekonomi. Secara umum, indikator yang biasa digunakan adalah dengan 

melihat perkembangan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, perkembangan 

kegiatan ekonomi sektoral, sektor andalan, PDRB per kapita (telah 

diuraikan diatas) serta laju inflasi daerah. Dengan menggunakan 

indikator yang umum digunakan, kita memiliki keterbandingan yang 

setara dalam melihat kinerja perekonomian antar waktu dan antar 

wilayah dengan wilayah lain. Selain itu, pemerataan pendapatan menjadi 

hal yang penting untuk dilihat dalam rangka evaluasi kebijakan dalam 

keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. 

Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat 

konsumen, atau merupakan perubahan dari indeks harga konsumen 

(IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang dicerminkan oleh 

perkembangan laju indeks harga implisit (IHI). Indeks harga implisit 
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menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dari seluruh kegiatan 

perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa atau dengan 

kata lain tingkat perubahan indeks harga implisit 6menggambarkan 

tingkat perubahan harga yang terjadi pada sektor/sub sektor.  Secara 

agregat indeks harga implisit menunjukkan tingkat perubahan harga 

yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. 

Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan 

masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak diikuti oleh stabilnya 

harga-harga barang maka dikatakan belum mampu menggambarkan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan inflasi Kota Mataram 

cukup stabil dan terkendali hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 inflasi 

kota mataram sebesar 3,25 Persen dan tercatat terkendali dengan sangat 

baik pada tahun 2016 di angka 2,47 persen, sedangkan tahun 2018 dan 

2019 inflasi Kota Mataram ditargetkan untuk dikendalikan pada tingkat 

3,0 hingga 2,52 persen. 

 

Grafik 3.3 

Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2015-2017  
dan Proyeksi Tahun 2018-2019 

 

**data prediksi 

Sumber : Data BPS dan data diolah Bappeda Kota Mataram 2018  

Sementara tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga 

sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah 

tersebut. Meningkatnya jumlah penduduk dan daya beli masyarakat, 

berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap barang dan jasa dan 

berpengaruh langsung terhadap peningkatan perekonomian daerah. 

Begitu pula dengan beragamnya kegiatan perekonomian yang ada, 

sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia. Gambaran kondisi 

2015 2016 2017** 2018** 2019**

Laju Inflasi 3.25 2.47 3.59 3.00 2.52

3.25

2.47

3.59

3.00
2.52

3 
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ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan 

persentase tingkat pengangguran terbuka sangat berguna untuk melihat 

prospek ekonomi yang ada di Kota Mataram. 

Tabel 3.7. 

Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram Tahun 2014-2015  
dan Proyeksi Tahun 2015-2019 

Uraian 2015 2016 2017 2018* 2019** 

UMR (Rp.) 
 

1.405.000 

 

1.550.000 

 

1.714.216 

 

1.885.637 

 

2.074.200 

TINGKAT PENGANGGURAN 
TERBUKA (%) 7,50 6,17 5,35 4,65 4,46 

*angka sementara **angka target RPJMD 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram dan data Bappeda Kota Mataram, 

diolah 2017 

Sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram 

menjadi tempat tujuan sebagian besar para pencari kerja mengingat 

upah yang diterima di Kota Mataram jauh lebih besar dibandingkan 

dengan upah kabupaten lain di NTB, hal ini tercermin pada Upah 

Minimum tahun 2016 di Kota Mataram sebesar, Rp.1.550.000 sedangkan 

di kabupaten/kota lainnya di NTB berada pada kisaran  Rp. 1.240.000 – 

1.400.000,- 

3.4 Lain-lain Asumsi 

Asumsi-asumsi lain, yang juga mempengaruhi KUA Kota Mataram 

TA. 2018 adalah: 

1. Asumsi pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun yang pada 

tahun 2018 mencapai 477.476 jiwa. 

2. Kebijakan pemerintah pusat untuk pendidikan menengah menjadi 

kewenangan provinsi. 

3. Perubahan Nomenkelatur Kelembagaan Struktur Organisasi daerah 

sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU No. 

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18 Tahun 2016. 

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalian dan 

optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai 

dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku, dengan memperhatikah hal-hal berikut: 
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a. Tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 

tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 

Anggaran 2018 secara nasional meningkat rata rata sebesar 

Rp16,39 triliun atau 12,64%, dengan uraian untuk pemerintah 

kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,17 triliun atau 

15,73%. 

b. Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total 

pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 

2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-

rata sebesar 77,89%, dengan uraian untuk pemerintah 

kabupaten/kota rata-rata sebesar 61,80% 

c. tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total 

pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 

sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-rata 

sebesar 17,61%, dengan uraian untuk pemerintah kabupaten/kota 

rata-rata sebesar 7,34% 

d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling 

sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan 

kepada kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai 

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan 

moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling 

sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan 

kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang 

berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan 

masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat 

f. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian 

dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 
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g. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai 

penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan 

hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan 

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan 

pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan 

diatur dalamperaturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. 

h. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu 

Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas 

dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 

2012 

i. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim 

kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada 

SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan 

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun 

pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan 

Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian 

obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

j. Tren peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 

sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional meningkat 

rata-rata sebesar Rp0,43 triliun atau 6,92%, dengan uraian untuk 

pemerintah kabupaten/kota meningkat rata rata sebesar Rp0,25 

triliun atau 7,94% 

k. tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari 

Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 

secara nasional rata-rata sebesar 3,47%, dengan uraian untuk 

pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 4,75% 

l. tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun 

Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara 

nasional rata-rata sebesar 0,78%, untuk pemerintah 

kabupaten/kota rata-rata sebesar 0,56%. 
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5. Rencana penyesuaian belanja daerah meliputi belanja langsung 

maupun tidak langsung, antara lain: 

 Belanja Pegawai untuk kebutuhan pembayaran gaji pokok dan 

tunjangan PNSD selama selama 14 (empat belas) bulan yaitu 

pembayaran gaji ketiga belas dan Tunjangan hari Raya; acrees 

2,5% untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan 

keluarga dan mutasi pegawai, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 13 

bulan; penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan 

pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai Tahun 2019; 

penyelenggaraan jaminan kesehatan;, serta insentif pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah.  

 Belanja Hibah pada tahun 2018 disesuaikan dengan kemampuan 

pendanaan yang ada dengan melakukan pengurangan pada 

kegiatan yang tidak berkesinambungan.  

 Belanja Pegawai pada Belanja Langsung untuk kebutuhan 

honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pegawai Honor Daerah.  

 Peningkatan tunjangan PNS Kota Mataram berdasarkan kinerja,  

 Peningkatan Tunjangan untuk Guru Tidak tetap dan PTT pada 

Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama.   

6. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah terkait dengan pembagian kewenangan 

Pemerintah Provinsi dan Kota. 

7. Adanya kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 

8. Penyediaan infrastruktur perkotaan untuk penyediaan fasilitas umum 

yaitu Tempat Pemakaman Umum (TPU) termasuk didalamnya 

pemenuhan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk memenuhi 

amanat undang-undang. 

9. Penanganan persampahan Kota Mataram yang terpadu dengan 

melibatkan berbagai komponen masyarakat melalui penerapan 

teknologi tepat guna yang ramah lingkungan pada strata terdepan 

sosial kemasyarakatan. 

10. Implementasi Program Smart City di Kota Mataram 
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11. Adanya kebijakan Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan 

Monumen Kota Mataram, gedung kantor Dinas Pemuda Olahraga, 

BKPSDM, dan 3 (tiga) gedung kelurahan Kota Mataram yang saat ini 

dalam status tidak memiliki gedung tetap permanen. 

12. Penanganan pasca gempa terutama kebutuhan dasar masyarakat 

seperti perbaikan infrastruktur dasar di bidang kesehatan, pendidikan 

dan fasilitas pelayanan publik lainnya. 

13. Pengadaan tanah aset pemerintah sebagai pendukung pembangunan 

Kota Mataram.  

Kebijakan-kebijakan diatas memungkinkan terjadinya perbedaan 

dalam penganggaran prioritas pembangunan namun demikian 

diupayakan seoptimal mungkin untuk tetap dalam koridor substansi 

pencapaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. 
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BAB  4 

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA 

dan PEMBIAYAAN DAERAH  

 

Bab ini berisi penjabaran terkait kebijakan pendapatan meliputi kebijakan perencanaan 
pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam 
mencapai target; kebijakan belanja daerah meliputi kebijakan terkait dengan perencanaan 
belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah serta kebijakan belanja berdasarkan urusan 
pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah; kebijakan pembiayaan daerah meliputi 
kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. 

 

 

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup kebijakan 

pengelolaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. 

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan 

pada prinsip sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah; 

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 

3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan 

akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 

5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 

Kebijakan Umum APBD Kota Mataram disusun dengan pendekatan prestasi 

kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari 

setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan 

daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang 

disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang 
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menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro. Adapun kebijakan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 

2018 sebagai uraian berikut. 

 

4.1. Pendapatan Daerah  

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pendapatan 

Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Pasal 285 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber Pendapatan 

Daerah terdiri atas: (i) Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pajak daerah;Retribusi 

daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain 

pendapatan asli Daerah yang sah; (ii) Pendapatan transfermeliputi: transfer 

Pemerintah Pusat (terdiri atas dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana 

keistimewaan; dan dana Desa) dan transfer antar-Daerah (terdiri atas 

pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan), dan Kota Mataram hanya 

menerima pendapatan transfer Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan; 

dan (iii) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan 

Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan  transfer, yang meliputi 

hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pendapatan 

Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Pasal 285 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber Pendapatan 

Daerah terdiri atas: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: Pajak daerah; 

Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-

lain pendapatan asli Daerah yang sah; (ii) Pendapatan transfer meliputi: transfer 

Pemerintah Pusat (terdiri atas dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana 

keistimewaan; dan dana Desa) dan transfer antar-Daerah (terdiri atas 

pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan), dan Kota Mataram menerima 

pendapatan transfer Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-
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lain pendapatan Daerah yang  sah, merupakan  seluruh  pendapatan Daerah 

selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan   transfer, yang meliputi hibah, 

dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk 

meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD dan Dana Perimbangan agar 

proporsi dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas  potensi  ekonomi  wilayah  dalam  rangka  memperbaiki  

struktur ekonomi  daerah,  meningkatkan  kemandirian  dan  daya  saing  

sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan 

akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan 

mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial. 

Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan 

retribusi daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan dan telah diatur 

melalui:  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;  

  Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang 

Burung Walet;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan;   

 Peraturan  Daerah  Kota Mataram  Nomor  13  Tahun  2010  tentang  Pajak  

Air  Tanah;   

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak 

Penerangan Jalan;  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

umum,  

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu; 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Usaha. 

 

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya 

peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi 

serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi 
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sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional 

melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan 

lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju 

terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. 

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasaan 

pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2019 

diarahkan pada: 

1) Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi; 

2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan 

daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif; 

3) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah; 

4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk 

kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD; 

5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui 

koordinasi dan kemitraan; 

6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan 

penertiban. 

7) Peningkatan   target   pendapatan   daerah   yang   dilakukan   secara 

terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala 

dan potensi yang ada. 

8) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima 

masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

9) Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan. 

10) Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi 

pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD. 

Sementara itu, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana 

Perimbangan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang 

intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan 

pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) 

khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap  

penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan adanya 

kebijakan Pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan 

yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan 

selanjutnya dialihkan kepada DAK diperkirakan akan meningkatkan target 

pendapatan Dana Perimbangan; juga untuk peningkatan pendapatan daerah 

yang bersumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat terus  
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ditingkatkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi 

pada kepuasaan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun 

Anggaran 2019 diarahkan pada: 

1) Penggalian potensi pendapatan daerah melalui penyusunan database potensi; 

2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan 

daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif; 

3) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah; 

4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas 

hubungan dan kerjasama antar Perangkat Daerahpengelola PAD; 

5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui 

koordinasi dan kemitraan; 

6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan 

penertiban; 

7) Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana 

sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi 

yang ada; 

8) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima 

masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan; 

9) Penguatan keberadaan kelembagaan Pelayanan Perizinan; 

10) Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi 

pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD. 

Sementara itu, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana 

Perimbangan tetap dilakukan upaya agar dapat meningkat melalui koordinasi dan 

konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka 

peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi 

Umum (DAU) khususnya dalam penentuan variabel/ komponen berpengaruh 

terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK)dengan 

adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa 

kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan 

selanjutnya dialihkan kepada DAK serta Usulan Kota Mataram melalui mekanisme 

pengajuan Proposal Usulan DAK Tahun 2018 diperkirakan akan mencegah 

penurunan dari target pendapatan Dana Perimbangan; juga untukpeningkatan 

pendapatan daerah yang bersumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

perlu terus ditingkatkan. 

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2019 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
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Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, target Pendapatan Daerah Kota 

Mataram TA. 2018 diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan 

terukur serta melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya. Pendapatan 

Daerah TA. 2019 direncanakan sebesar Rp. 1.427.745.466.359,00  

sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2016-2020 

No Uraian 

Jumlah 

Realisasi                 
Tahun 2016 

Realisasi                 
Tahun 2017 

Realisasi                                 
Tahun 2018 

Proyeksi/Target                 
Tahun 2019 

Proyeksi/Target                        
Tahun 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

I PENDAPATAN 1.396.393.380.673,64 1.424.072.893.722,50 1.412.049.871.000,00      1.427.745.466.359,00  1.817.344.200.000,00 

1.1 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 

288.415.925.929,99 386.958.232.873,50 350.255.500.000,00          389.851.095.359,00  406.450.000.000,00 

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 124.416.352.803,94 144.866.671.599,76 148.105.000.000,00          156.205.000.000,00  189.100.000.000,00 

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 18.338.313.673,00 17.409.531.499,00 22.653.000.000,00            22.253.000.000,00  20.850.000.000,00 

1.1.3 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

7.254.546.965,00 8.178.906.950,00 7.797.500.000,00              8.193.095.359,00  8.390.000.000,00 

1.1.4 
Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

138.406.712.488,05 216.503.122.824,74 171.700.000.000,00          203.200.000.000,00  188.110.000.000,00 

1.2 Dana Perimbangan 981.706.491.599,00 941.446.451.427,00 894.810.171.000,00 894.810.171.000,00 1.243.910.000.000,00 

1.2.1 
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak 

62.212.083.629,00 64.812.626.277,00 91.464.184.000,00 91.464.184.000,00 48.192.000.000,00 

1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 48.760.991.560,00 38.534.889.313,00 598.318.257.000,00 598.318.257.000,00 7.668.000.000,00 

1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 609.016.722.000,00 598.318.257.000,00 205.027.730.000,00 205.027.730.000,00 808.040.000.000,00 

1.3 
Lain-lain Pendapatan 
yang Sah 

126.270.963.144,65 95.668.209.422,00 166.984.200.000,00          143.084.200.000,00  166.984.200.000,00 

1.3.1 Pendapatan Hibah 14.811.000.000,00 9.000.000.000,00 58.984.200.000,00            49.984.200.000,00  58.984.200.000,00 

1.3.2 
Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Lainnya 

68.364.134.769,65 79.098.009.422,00 70.000.000.000,00            85.600.000.000,00  70.000.000.000,00 

1.3.3 Pendapatan Lainnya 43.095.828.375,00 7.570.200.000,00 38.000.000.000,00              7.500.000.000,00  38.000.000.000,00 

Sumber: BKD Kota Mataram dan RPJMD Kota Mataram 2016-2021 

Berikut penjelasan tentang sumber Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 

Anggaran 2019:  

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Target PAD TA. 2019 direncanakan sebesar Rp. 389.851.095.359,00 

atau meningkat sebesar Rp. 39.595.595.359,00  atau 11,30 persen dari target 

PAD TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 350.255.500.000,00. Adapun rincian penerimaan 

dari PAD sebagai berikut: 
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a. Pendapatan Pajak Daerah. target TA. 2019 direncanakan mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 8.100.000.000,00 atau 5,47 persen dari target PAD 

TA. 2018 sebesar Rp. 148.105.000.000,00  menjadi sebesar Rp. 

156.205.000.000,00 bersumber dari peningkatan target Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Parkir dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan. Adapun 

sumber Pendapatan Pajak Daerah yang lain diprediksi tidak mengalami 

perubahan target, yang mana rinciannya dapat dilihat sebagaimana Tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 
Target Pendapatan Pajak Daerah Kota Mataram Tahun 2019 

No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 RAPBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

A Pendapatan Pajak Daerah 148.105.000.000,00 156.205.000.000,00 8.100.000.000,00 5,47 

1 Pajak Hotel 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 - - 

2 Pajak Restoran 24.000.000.000,00 26.000.000.000,00 2.000.000.000,00 8,33 

3 Pajak Hiburan 4.000.000.000,00 4.500.000.000,00 500.000.000,00 12,50 

4 Pajak Reklame 4.500.000.000,00 5.500.000.000,00 1.000.000.000,00 22,22 

5 Pajak Penerangan Jalan 38.000.000.000,00 41.000.000.000,00 3.000.000.000,00 7,89 

6 Pajak Parkir 2.100.000.000,00 2.500.000.000,00 400.000.000,00 19,05 

7 Pajak Air Bawah Tanah 500.000.000,00 700.000.000,00 200.000.000,00 40,00 

8 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 

9 PBB Perdesaan dan Perkotaan 26.000.000.000,00 27.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3,85 

10 
Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan 
22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 - - 

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2018 

 

 

b. Hasil Retribusi Daerah, meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa 

Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada TA. 2019, Hasil Retribusi 

Daerah direncanakan sebesar Rp. 22.253.000.000,00. Target tersebut 

direncanakan mengalami penurunan sebesar 1,77 persen atau turun sebesar 

Rp.400.000.000,00 dari target TA. 2018. Secara rinci proyeksi penerimaan 

Hasil Retribusi Daerah TA. 2019 sebagai berikut:  

1) Retribusi Jasa Umum, direncanakan tidak mengalami perubahan dari 

target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 18.415.000.000,00; dengan 

rincian sebagai berikut: 
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 retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 3.000.000.000,00; 

 retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 

Rp.5.050.000.000,00; 

 retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebesar 

Rp.5.000.000.000,00; 

 retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 4.000.000.000,00; 

 retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 700.000.000,00; 

 retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 

Rp.600.000.000,00;  

 retribusi penyediaan dan/penyedotan kakus sebesar 

Rp.65.000.000,00. 

2) Retribusi Jasa Usaha, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 

24,83 persen atau meningkat sebesar Rp. 250.000.000,00 menjadi 

sebesar Rp.1.257.000.000,00 yang bersumber dari peningkatan target 

retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. Pada tahun 2019, retribusi 

pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan mengalami peningkatan 

sebesar 31,57 persen atau meningkat sebesar Rp. 250.000.000,00, 

menjadi sebesar Rp. 1.042.000.000,00. Sedangkan retribusi rumah 

potong hewan direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari 

TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 215.000.000,00. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu, direncanakan mengalami penurunan  

sebesar 20,12 persen atau menurun sebesar Rp. 650.000.000,00 menjadi 

sebesar Rp. 2.581.000.000,00; terdiri dari: 

 retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), direncanakan tidak 

mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar 

Rp.2.500.000.000,00; 

 retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, direncanakan 

tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar 

Rp.10.000.000,00; 

 retribusi izin trayek, direncanakan tidak mengalami perubahan target 

dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00; 

 retribusi izin gangguan, pada tahun 2019 tidak direncanakan kembali 

sebagaimana Permendagri Nomor 19 tahun 2017 yang mencabut 

aturan Izin Gangguan/HO, sehingga tahun 2019 mengalami penurunan 

target sebesar Rp. 650.000.000,00; 

 retribusi Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA), direncanakan tidak 

mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar 

Rp.65.000.000,00. 
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Untuk jelasnya. Target Hasil Retribusi Daerah TA. 2018 sebagaimana tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 
Target Hasil Retribusi Daerah Kota Mataram Tahun 2019 

No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 RAPBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

B Hasil Retribusi Daerah 22.653.000.000,00 22.253.000.000,00 (400.000.000,00) (1,77) 

B.1 Retribusi Jasa Umum 18.415.000.000,00 18.415.000.000,00 - - 

1 
Retribusi Pelayanan 

Kesehatan 
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - - 

2 
Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 
5.050.000.000,00 5.050.000.000,00 - - 

3 
Retribusi Pelayanan Parkir 

Tepi Jalan Umum 
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - - 

4 Retribusi Pelayanan Pasar 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 - - 

5 
Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor 
700.000.000,00 700.000.000,00 - - 

6 
Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi 

600.000.000,00 600.000.000,00 - - 

7 
Retribusi Penyediaan 

dan/atau Penyedotan Kakus 
65.000.000,00 65.000.000,00 - - 

B.2 Retribusi Perizinan Tertentu 3.231.000.000,00 2.581.000.000,00 (650.000.000,00) (20,12) 

1 
Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan 
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 - - 

2 
Retribusi Izin Tempat 
Penjualan Minuman 

Beralkohol 
10.000.000,00 10.000.000,00 - - 

3 Retribusi Izin Gangguan 650.000.000,00 - (650.000.000,00) (100,00) 

4 Retribusi Izin Trayek 6.000.000,00 6.000.000,00 - - 

5 Retribusi IMTA 65.000.000,00 65.000.000,00 - - 

B.3 Retribusi Jasa Usaha 1.007.000.000,00 1.257.000.000,00 250.000.000,00 24,83 

1 
Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah: 
- - - - 

 
-  Kendaraan Bermotor 

Alat Berat 
- - -  

2 
Retribusi Pasar Grosir dan/ 

atau Pertokoan 
792.000.000,00 1.042.000.000,00 250.000.000,00 31,57 

 
-  Retribusi Pasar 

Hewan 
42.000.000,00 42.000.000,00 - - 

 
-  Retribusi Pasar 

Grosir dan/atau Pertokoan 
750.000.000,00 1.000.000.000,00 250.000.000,00 33,33 

4 Retribusi Terminal - - -  
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No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 RAPBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

6 
Retribusi Rumah Potong 

Hewan 
215.000.000,00 215.000.000,00 - - 

Sumber : TAPD Kota Mataram, 2018 

 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, pada TA. 2019 

direncanakan mengalami peningkatan perubahan dari target TA. 2018 yaitu 

sebesar 5,07 persen atau meningkat sebesar Rp. 395.595.359,00 menjadi 

sebesar Rp. 8.193.095.359,00. Proyeksi penerimaan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA. 2019 merupakan Bagian Laba atas 

Penyertaan Modal Perusahaan Milik Daerah/BUMD kepada:  

 PT Bank NTB, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 

2018 yaitu sebesar Rp. 4.300.000.000,00;  

 PDAM Giri Menang, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 13,19 

persen atau meningkat Rp. 395.595.359,00 sebesar dari target TA. 2018 

menjadi sebesar Rp. 3.395.595.359,00;  

 PT. BPR NTB Mataram, yang direncanakan tidak mengalami perubahan 

target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 497.500.000,00. 

 
Tabel 4.4 

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Kota Mataram Tahun 2019 

No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) +/- % 

APBD 2018 RAPBD 2019 
  

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

C 
HASIL PENGELOLAAN 

KEKAYAAN DAERAH YANG 
DIPISAHKAN 

7.797.500.000,00 8.193.095.359,00 395.595.359,00 5,07 

 

Bagian Laba Atas 
Penyertaan Modal Pada 

Perusahaan Milik 
Daerah/BUMD 

7.797.500.000,00 8.193.095.359,00 395.595.359,00 5,07 

1 PT. BANK NTB 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00 - - 

2 PDAM GIRI MENANG 3.000.000.000,00 3.395.595.359,00 395.595.359,00 13,19 

3 PT. BPR NTB MATARAM 497.500.000,00 497.500.000,00 - - 

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2018 

 
 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak Dari 
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Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; dan Pendapatan Lainnya. Pada TA. 

2019, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan mengalami 

perubahan dari target TA. 2018 yaitu sebesar Rp.176.700.000.000,00 dengan 

rincian sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
Kota Mataram Tahun 2019 

No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 RAPBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

D 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
ASLI DAERAH YANG SAH 

171.700.000.000,00 203.200.000.000,00 31.500.000.000,00 18,35 

1 Penerimaan Jasa Giro 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 

2 Rekening Deposito Bank 4.500.000.000,00 5.000.000.000,00 500.000.000,00 11,11 

3 
Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah (TGR) 
50.000.000,00 50.000.000,00 - - 

4 
Fasilitas Sosial dan 

Fasilitas Umum (Royalti 
Mataram Mall) 

300.000.000,00 300.000.000,00 - - 

5 
Lain-lain PAD yang Sah 

Lainnya 
350.000.000,00 350.000.000,00 - - 

6 
Pendapatan dari Dana 

Kapitasi 
15.500.000.000,00 15.500.000.000,00  - 

7 Pendapatan BLUD 150.000.000.000,00 180.000.000.000,00 30.000.000.000,00 20,00 

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2018 

 

2. Dana Perimbangan 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana 

Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK).  

Pada TA. 2019 pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan 

direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar 

Rp.894.810.171.000,00. Secara rinci proyeksi pendapatan Dana Perimbangan 

TA. 2018 sebagai berikut: 

1) Bagi Hasil Pajak, pada TA. 2019 direncanakan tidak mengalami perubahan 

target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 68.636.264.000,00 dengan rincian 

sebagai berikut: 
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 Pajak penghasilan orang pribadi direncanakan sebesar 

Rp.36.688.589.000,00; 

 PBB Sektor Pertambahan direncanakan sebesar Rp. 4.904.681.000,00; 

 Cukai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) direncanakan 

sebesar Rp. 27.042.994.000,00. 

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, pada TA. 2019 

direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar 

Rp.22.827.920.000,00; terdiri dari: 

 Bagi Hasil dari  Provinsi Sumber Daya Hutan direncanakan sebesar 

Rp.16.586.000,00; 

 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan direncanakan sebesar 

Rp.943.027.000,00; 

 Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara (Royalti) direncanakan sebesar 

Rp.21.868.307.000,00. 

3) Dana Alokasi Umum (DAU), pada TA. 2019 direncanakan tidak mengalami 

perubahan target dari TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 598.318.257.000,00. 

Dana Alokasi Khusus (DAK), pada TA. 2019 direncanakan tidak 

mengalami perubahan dari target TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 

205.027.730.000,00 terdiri dari: DAK Reguler sebesar Rp. 

50.113.000.000,00; DAK Penugasan sebesar Rp.55.723.000.000,00 dan 

DAK Non Fisik sebesar Rp. 99.191.730.000,00. 

Adapun rinciannya sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Target Dana Perimbangan Kota Mataram Tahun 2019 

No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 RAPBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

II DANA PERIMBANGAN 
      

894,810,171,000.00  
     

894,810,171,000.00  
                             -             -    

A Bagi Hasil Pajak 
        

68,636,264,000.00  
      

68,636,264,000.00  
                             -             -    

1 Pajak Penghasilan    36,688,589,000.00    36,688,589,000.00                              -             -    

  - PPh orang Pribadi Pasal 21    36,688,589,000.00    36,688,589,000.00                               -             -    

  - PPh Pasal 25 dan Pasal 29                                -                                  -                                 -     -  

2 PBB      4,904,681,000.00      4,904,681,000.00                              -             -    

a Bagian PBB Pusat (6,5%)      4,904,681,000.00                                -    (4,904,681,000.00)    100.00  

b PBB Perkotaan                                -                                  -                                 -      

  - PBB Perkotaan dan Perdesaan                                -                                  -                                 -      
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No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 RAPBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

  
- Biaya Pungutan Sektor Perkotaan 
  (9%) 

                               -                                  -                                 -      

  
- Biaya Pungutan Sektor Perdesaan  
  9%) 

                               -                                  -                                 -      

c PBB Sektor Pertambahan                                 -        4,904,681,000.00    4,904,681,000.00     100.00  

  - PBB Pertambahan Migas                                -        4,904,681,000.00    4,904,681,000.00     100.00  

  - Biaya Pungutan Sektor Migas                                -                                  -                                 -             -    

  - Biaya Pungutan Non Migas                                  -      

d Bagian 10% dari PBB Pusat                                -                                  -                                 -             -    

3 BPHTB                                -                                  -                                 -      

  Bagian 10% dari BPHTB Pusat                                -                                  -                                 -      

4 Cukai    27,042,994,000.00    27,042,994,000.00                               -             -    

  Bagi Hasil Cukai Tembakau    27,042,994,000.00   27,042,994,000.00                               -             -    

B Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA    22,827,920,000.00  22,827,920,000.00                               -    
              

-    

1 
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya 
Hutan 

              
16,586,000.00  

             
16,586,000.00  

                             -             -    

3 
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil 
Perikanan 

            
943,027,000.00  

           
943,027,000.00  

                             -             -    

4 
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas 
Bumi 

                               -                                  -                                 -             -    

5 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum                                -                                  -                                 -             -    

6 
Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara 
(Royalti) 

        
21,868,307,000.00  

      
21,868,307,000.00  

                             -             -    

C Dana Alokasi Umum (DAU)  598,318,257,000.00  598,318,257,000.00                               -             -    

  DAU  598,318,257,000.00  598,318,257,000.00                               -             -    

D Dana Alokasi Khusus (DAK)  205,027,730,000.00  205,027,730,000.00                               -             -    

I Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler    50,113,000,000.00    50,113,000,000.00                               -             -    

1  DAK Bidang Pendidikan       4,866,000,000.00      4,866,000,000.00                               -             -    

   Pendidikan SD/SDLB       3,569,000,000.00      3,569,000,000.00                               -             -    

   Pendidikan SMP       1,297,000,000.00      1,297,000,000.00                               -             -    

2  DAK Bidang Kesehatan     35,190,000,000.00    35,190,000,000.00                               -             -    

   Pelayanan Dasar       2,500,000,000.00      2,500,000,000.00                               -             -    

   Pelayanan Kesehatan Rujukan        4,000,000,000.00      4,000,000,000.00                               -             -    

   Pelayanan Kefarmasian       2,778,000,000.00      2,778,000,000.00                               -             -    

  
 Pengadaan Peralatan Pendukung 
Imunisasi  

            
152,000,000.00  

           
152,000,000.00  

                             -             -    

   Prioritas Daerah     24,895,000,000.00    24,895,000,000.00                               -             -    

   Keluarga Berencana          865,000,000.00         865,000,000.00                               -             -    

3  DAK Bidang Air Minum          570,000,000.00         570,000,000.00                               -             -    
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No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 RAPBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

4  DAK Bidang Sanitasi       2,413,000,000.00      2,413,000,000.00                               -             -    

5 
 DAK Bidang Perumahan dan 
 Permukiman  

         
3,421,000,000.00  

        
3,421,000,000.00  

                             -             -    

6  DAK Bidang Pertanian          867,000,000.00         867,000,000.00                               -             -    

7  DAK Bidang Kelautan dan Perikanan       1,326,000,000.00      1,326,000,000.00                               -             -    

8  DAK Bidang Pariwisata        1,460,000,000.00      1,460,000,000.00                               -             -    

9   Penataan Kawasan Pariwisata       1,460,000,000.00      1,460,000,000.00                               -             -    

II DAK PENUGASAN    55,723,000,000.00    55,723,000,000.00                               -             -    

1 
 Bidang Kesehatan Unit Transfusi 
Darah  

     3,405,000,000.00      3,405,000,000.00                               -             -    

2  Bidang Air Minum       1,263,000,000.00      1,263,000,000.00                               -             -    

3  Bidang Sanitasi       4,125,000,000.00      4,125,000,000.00                               -             -    

4  Bidang Jalan Prioritas Daerah     39,801,000,000.00    39,801,000,000.00                               -             -    

5  Bidang Pasar       3,864,000,000.00      3,864,000,000.00                               -             -    

6 
 Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan 
 Pangan  

     2,573,000,000.00      2,573,000,000.00                               -             -    

7  Bidang Lingkungan Hidup          692,000,000.00         692,000,000.00                               -             -    

III DAK NON FISIK    99,191,730,000.00    99,191,730,000.00                               -             -    

1 
DAK Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan PAUD  

     6,220,200,000.00      6,220,200,000.00                               -             -    

2 DAK Tunjangan Profesi Guru     79,804,201,000.00    79,804,201,000.00                               -             -    

3 DAK Tambahan Penghasilan Guru         831,000,000.00         831,000,000.00                               -             -    

4 
DAK Bantuan Operasional Kesehatan 
dan Bantuan Operasional KB  

   11,241,829,000.00    11,241,829,000.00                               -             -    

  
 - DAK Bantuan Operasional 
   Kesehatan  

     7,397,414,000.00      7,397,414,000.00                               -             -    

   - Akreditasi Puskesmas                                 -                                 -                                 -    
              
-    

   - DAK Jaminan Persalinan       2,025,325,000.00      2,025,325,000.00                               -             -    

   - DAK bantuan Operasional KB       1,819,090,000.00     1,819,090,000.00                               -             -    

5 
DAK Pelayanan Administrasi 
Kependudukan  

     1,094,500,000.00      1,094,500,000.00                               -             -    

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2018 

 
 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah; 

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; dan 

Pendapatan Lainnya. Pada TA. 2019, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

direncanakan mengalami penurunan dari target TA. 2018 sebesar 
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Rp.23.900.000.000,00 menjadi Rp.143.084.200.000,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

•Pendapatan Hibah sebesar Rp. 49.984.200.000,00 berasal dari Hibah dana 

BOS; 

•Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, 

direncanakan mengalami peningkatan target dari TA. 2018 yaitu sebesar 

Rp. 85.600.000.000,00;  

•Pendapatan Lainnya direncanakan mengalami penurunan target dari TA. 

2018 menjadi sebesar Rp.7.500.000.000,00. 

Untuk jelasnya sebagaimana Tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
Kota Mataram Tahun 2019 

 

No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 APBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

III 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

166,984,200,000.00  143,084,200,000.00  (23,900,000,000.00)   (14.31) 

A Pendapatan Hibah   58,984,200,000.00   49,984,200,000.00  (9,000,000,000.00) 
   
(15.26) 

1 Hibah dari Pemerintah Pusat    9,000,000,000.00                                -     (9,000,000,000.00) (100.00) 

2 Hibah Dana BOS  49,984,200,000.00    49,984,200,000.00                               -               -    

B 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Lainnya 

 70,000,000,000.00   85,600,000,000.00    15,600,000,000.00      22.29  

  - Pajak Kendaraan Bermotor   21,612,026,861.00   31,612,026,861.00    10,000,000,000.00      46.27  

  - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor   17,802,893,238.00    20,802,893,238.00      3,000,000,000.00      16.85  

  
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan  
  Bermotor 

        
16,008,103,232.35  

      
18,608,103,232.35  

       
2,600,000,000.00  

    16.24  

  - Air Bawah Tanah                                -                                  -                                 -      

  - Pajak Air Permukaan (PAP)         21,210,262.50           21,210,262.50                               -             -    

  - Bagi Hasil dari Pajak Rokok   14,555,766,406.15    14,555,766,406.15                               -             -    

C 
 Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus  

                               -                                  -                                 -      

1 
Tunjangan Profesi Guru PNSD 
(Sertifikasi) 

                               -                                  -                                 -      

2 
Dana Tambahan Penghasilan Guru 
PNSD (Sertifikasi) 

                               -                                  -                                 -      

D  Pendapatan Lainnya   
        

38,000,000,000.00  
        

7,500,000,000.00  
    

(30,500,000,000.00) 
   
(80.26) 

1 Pendapatan Lainnya (Dana Insentif                        
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No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 APBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

Daerah) 38,000,000,000.00  7,500,000,000.00  (30,500,000,000.00) (80.26) 

2 Pendapatan Dana BOS                                -                                  -                                 -             -    

E Bantuan Keuangan dari Provinsi                                -                                  -                                 -      

  Bantuan Keuangan yang Diarahkan                                -                                  -                                 -      

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2018 

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai Target 

Pendapatan 

Optimalisasi Pendapatan Daerah selama 2015-2019 melalui intensifikasi 

dan ekstensifikasi terus dilakukan secara konsisten sehingga kapasitas dan 

kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah dapat terus meningkat. Untuk itu ditempuh berbagai upaya 

seperti peningkatan pengawasan. koordinasi dan penyederhanaan proses 

administrasi pemungutan.  

Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan dan 

pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian 

daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah diimplementasikan oleh segenap Perangkat Daerah pengelola pendapatan 

daerah melalui upaya-upaya antara lain: 

1) Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan 

melengkapi peraturan pengelolaan perpajakan maupun retribusi.menekan 

biaya pemungutan dengan cara penyederhanaan administrasi untuk 

meningkatkan efisiensi pemungutan; 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dan meningkatkan kualitas aparatur untuk lebih 

profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. khususnya 

dengan penyusunan SOP pendapatan daerah; 

3) Manajemen data base wajib pajak dan wajib retribusi sehingga data 

potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan. khususnya 

melanjutkan pendataan PBB-P2 di 6 kecamatan  ; 

4) Pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan guna 

peningkatan validitas data dan optimalisasi penerimaan seperti penggunaan 

situs on line pajak. melakukan kerjasama dengan PT Bank NTB dalam rangka 

penambahan tempat pembayaran PBB yaitu dengan penggunaan ATM 



Bab 4 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  

 

Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun 2019  
  

IV-17 

diseluruh anjungan PT Bank NTB.operasional mobil layanan PBB sehingga 

proses pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. melakukan 

sosialisasi melalui media massa dan media elektronik; 

5) Pemberian reward dan punishmentdalam pemungutan pajak dan retribusi 

daerah melalui pelaksanaan Gebyar PBB. operasi gabungan dalam 

penertiban papan reklame; 

6) Pelaksanaan uji petik untuk memprediksi potensi dan menentukan target 

pajak dan retribusi; 

7) Pengawasan penyetoran guna menghindari adanya kebocoran dan 

keterlambatan penyetoran ke kas daerah.melalui pemeriksaan secara 

berkala. memperbaiki proses penyetoran PAD. dan melakukan evaluasi; 

8) Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat dan Lurah untuk menerbitkan 

perijinan seperti ijin penyelenggaraan pondokan dan ijin usaha mikro. 

kecil dan menengah. 

9) Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dengan memperluas 

basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah melalui pendataan 

penerimaan. 

 

4.2. Belanja Daerah  

Penggunaan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, harus digunakan untuk pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan 

Pemerintahan Pilihan 

1. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 

meliputi:  

a. Pendidikan;  

b. Kesehatan;  

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;  
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e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;  

f. Sosial.  

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar, meliputi: 

a. Tenaga Kerja; 

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

c. Pangan; 

d. Pertanahan; 

e. Lingkungan Hidup;  

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;  

g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;  

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i. Perhubungan; 

j. Komunikasi dan Informatika; 

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 

l. Penanaman Modal;  

m. Kepemudaan dan Olah raga; 

n. Statistik;  

o. Persandian;  

p. Perpustakaan;  

q. Kearsipan.  

3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: 

a. Kelautan dan Perikanan; 

b. Pariwisata; 

c. Pertanian;  

d. Perdagangan; 

e. Perindustrian;  

f. Transmigrasi. 

Selain, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah diatas, Pemerintah Kota 

Mataram juga melaksanakan fungsi pendukung atau penunjang Urusan 

Pemerintahan, meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan 

dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pengawasan; dan fungsi 

penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Selain digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah, belanja daerah Tahun Anggaran 2019 juga 

harus digunakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan 
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nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan yang masing-masing tingkatan 

Pemerintah Daerah. 

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2019 

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diupayakan dengan 

pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Oleh 

karena itu kebijakan belanja daerah pada tahun 2019 diarahkan untuk: 

A. Belanja Tidak Langsung terdiri dari: 

1. Belanja pegawai, dianggarkan untuk kebutuhan pembayaran: gaji pokok dan 

tunjangan PNSD, memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan 

tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; 

penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, 

kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan 

memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah 

belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, anggaran tambahan 

penghasilan PNSD berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama 1 tahun; 

penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; penyelenggaraan jaminan 

kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; insentif pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah; Dana Alokasi Non Fisik.  

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, dialokasikan dengan mempedomani 

peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta 

monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan 

dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 

2012, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan 

sosial. 

3. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah untuk bantuan keuangan kepada partai politik dengan 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014. 

4. Peningkatan tunjangan PNS Kota Mataram berdasarkan kinerja,  
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5. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan secara rasional dengan 

mempertimbangkan realisasi TA. 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-

kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan 

pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja 

untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 

terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, 

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak 

lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 

2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya 

B. Belanja Langsung terdiri dari: 

1. Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan 

pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas 

Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan 

Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan 

Pemerintahan Pilihan; dan fungsi penunjang atau pendukung Urusan 

Pemerintahan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk 

program kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 

publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. 

2. Berupaya mengalokasikan belanja sesuai dimensi pembangunan Nawa Cita 

sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 

Tahun 2015-2019 serta dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota 

Mataram tahun 2016-2021. 

3. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 

persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) yang bersumber dari APBD. 

4. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang 

kesehatan minimal 10 persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat 

Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait 

dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat; penanggulangan kemiskinan; 

akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; serta alokasi kekurangan 

klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin dan tidak 

mampu Tahun 2017.  

6. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan; 

pencapaian pelaksanaan Program Nasional “100-0-100”; dan pelaksanaan 
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program unggulan lainnya serta alokasi anggaran untuk Program Sambungan 

Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.  

7. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kebersihan dari skala lingkungan 

melalui pemberdayaan kelembagaan lingkungan (dana lingkungan) hingga 

peningkatan pelayanan kebersihan skala kota. 

8. Pengalokasian anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta 

anggaran dalam rangka pencegahan pungli. 

9. Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana perkotaan dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik.  

10. Lanjutan pembiayaan penanganan pasca gempa yang mendesak, terutama 

kebutuhan dasar masyarakat seperti perbaikan infrastruktur dasar di bidang 

kesehatan, pendidikan dan fasilitas pelayanan publik lainnya. 

11. Pengalokasian anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan dan event berskala 

Nasional yang dilaksanakan di Kota Mataram. 

12. Pembangunan Gedung Kantor bagi SKPD yang belum memiliki gedung 

permanen. 

13. Pengalokasian anggaran dalam rangka pembangunan monumen perkotaan. 

14. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Kebutuhan 

Peningkatan Tunjangan untuk Guru Tidak tetap (GTT) dan Honorarium 

Pegawai Tidak tetap (PTT) pada Sekolah Dasar dan sekolah menengah 

pertama.  

Adapun pengalokasian Belanja Daerah dilakukan dengan pendekatan, sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan besaran kebutuhan Belanja Pegawai pada item Belanja Tidak 

Langsung.  

2. Menetapkan besaran kebutuhan program-program unggulan, terobosan dan 

program aspirasi. 

3. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya 

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (DBHCHT), Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN. 

4. Menetapkan besaran kebutuhan dana pendukung kegiatan atas diterimanya 

Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah. 

5. Menetapkan besaran anggaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik termasuk didalamnya anggaran rekening PJU; besaran anggaran 

pelayanan kesehatan di Puskesmas; serta besaran anggaran operasional 

Pendidikan Dasar. 
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6. Menetapkan besaran anggaran untuk penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah. 

7. Menetapkan besaran anggaran untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, 

Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

8. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap Perangkat 

Daerah serta diupayakan untuk efisien dan rasional untuk alokasi belanja 

operasional Perangkat Daerah. 

Belanja Daerah TA. 2019 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 

Rp. (13.631.376.000,00)  atau 0.95 persen dari alokasi Belanja Daerah pada 

APBD TA. 2018 sebesar Rp. 1.433.120.995.000,00 menjadi sebesar 

Rp.1.446.752.371.000,00 yang terdiri atas:  

1. Belanja Tidak Langsung, pada TA. 2019 direncanakan mengalami 

penurunan sebesar Rp. (10.985.979.715,00) atau -1,86 persen dari alokasi 

Belanja Tidak Langsung pada APBD TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 

590.246.856.157,00 menjadi sebesar Rp. 579.260.876.442,00. Alokasi 

tersebut direncanakan untuk kebutuhan: (i) belanja pegawai, direncanakan 

sebesar Rp. 547.123.217.662,00; (ii) belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 

19.626.500.000,00; (iii) belanja bantuan sosial yang direncanakan sebesar 

Rp. 5.098.360.000,00; (iv) belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar 

Rp. 4.000.000.000,00. 

2. Belanja Langsung, pada TA. 2019 direncanakan mengalami peningkatan 

target sebesar Rp. 24.617.355.715,00 atau sebesar 2,92 persen dari alokasi 

Belanja Langsung pada APBD TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 

842.874.138.843,00 menjadi sebesar Rp. 867.491.494.558,00 yang 

direncanakan untuk kebutuhan: (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang dan 

jasa, dan (iii) belanja modal. Namun prediksi belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa serta belanja modal akan terinci setelah dilakukan entri data 

dalam aplikasi SimDa. 

Secara lengkap Target Belanja Daerah APBD TA. 2018 dan KUA TA. 2019 

diuraikan pada tabel berikut: 

Tabel  4.8 

Target Belanja Daerah Kota Mataram APBD 2018 dan KUA TA. 2019 

No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 APBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 
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No URAIAN 
ANGGARAN (Rp.) 

+/- % 
APBD 2018 APBD 2019 

1 2 3 4 5 (4 - 3) 6 

II   BELANJA  1,433,120,995,000.00  1,446,752,371,000.00    13,631,376,000.00       0.95  

 
2.1  

 BELANJA TIDAK LANGSUNG      590,246,856,157.00     579,260,876,442.00  (10,985,979,715.00)     (1.86) 

   Belanja Pegawai     532,635,697,377.00     547,123,217,662.00    14,487,520,285.00        2.72  

   Belanja Subsidi        2,500,000,000.00        2,500,000,000.00      

   Belanja Hibah       28,260,500,000.00       19,626,500,000.00    (8,634,000,000.00)   (30.55) 

   Belanja Bantuan Sosial       21,937,860,000.00         5,098,360,000.00  (16,839,500,000.00)   (76.76) 

   Belanja Bantuan Keuangan            912,798,780.00           912,798,780.00                                -              -  

   Belanja Tidak Terduga        4,000,000,000.00        4,000,000,000.00                                -              -  

2.2   BELANJA LANGSUNG     842,874,138,843.00     867,491,494,558.00    24,617,355,715.00        2.92  

   Belanja Pegawai     114,864,831,500.00        

   Belanja Barang dan Jasa     452,268,802,046.00        

   Belanja Modal     275,740,505,297.00        

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2018 

 

Dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah Kota Mataram, pada TA. 2019 plafon anggaran sementara dialokasikan 

untuk: 

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

direncanakan sebesar Rp. 887.061.241.973,18   terdiri dari alokasi 

anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 346.234.409.764,18; dan 

alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 540.826.832.209,00.  

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 

direncanakan sebesar Rp  184.243.321.000,00 terdiri dari alokasi 

anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.86.648.734.200,00   dan 

alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 97.594.586.800,00. 

3. Urusan Pemerintahan Pilihan direncanakan sebesar Rp. 

39.829.964.944.00 terdiri dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar 

Rp. 19.416.369.468.00 dan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 

20.413.595.476.00 

4. Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan direncanakan 

sebesar Rp  335.617.843.082,82 terdiri dari alokasi Belanja Tidak 

Langsung sebesar Rp. 126.961.363.009,82 dan alokasi Belanja Langsung 

sebesar Rp. 208.656480.073.00 
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4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai,Belanja Hibah,Belanja Bantuan 

Sosial,Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 

Kebijakan perencanaan Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja 

tidak terduga TA. 2019 sebagai berikut: 

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi. 

dalam bentuk gaji dan tunjangan. serta penghasilan lainnya yang diberikan 

kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

2. Mengalokasikan Belanja Hibah yang digunakan untuk pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus 

yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah; 

3. Mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang digunakan bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan kepada 

masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang secara selektif;  

4. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan yang digunakan untuk bantuan 

keuangan kepada partai politik.  

5. Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga yang merupakan belanja untuk 

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan 

sebelumnya. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 

tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

Adapun rincian kebijakan Belanja Tidak Langsung sebagai berikut: 

1. Belanja Pegawai 

Anggaran belanja pegawai pada APBD TA. 2019 sebesar Rp.  

547.123.217.662.00, dianggarkan untuk kebutuhan pembayaran: gaji pokok 

dan tunjangan PNSD, kekurangan pembayaran gaji UPTD Tahun 2018 yang 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta 

pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; penganggaran belanja 

pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, 

tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 

yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji 
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pokok dan tunjangan, anggaran tambahan penghasilan PNSD berupa 

Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama 13 bulan dan alokasi kekurangan 

pembayaran TKD Tahun 2018; penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta 

PNSD; penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; 

insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; tunjangan profesi 

guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD serta pengembalian 

anggaran sertifikasi Guru Tahun 2018 dan anggaran kelangkaan profesi 

dokter spesialis Tahun 2019 sebagai dampak berlakunya Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan 

Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016. 
 

2. Belanja hibah 

Anggaran belanja hibah pada APBD TA. 2019 sebesar Rp. 19.626.500.000,00 

digunakan untuk diberikan kepada lembaga-lembaga dan organisasi sesuai 

dengan proposal yang diterima pada tahun 2018. Tata cara penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta 

monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang 

telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang Hibah dan 

Bantuan Sosial.  

3. Belanja Bantuan Sosial. 

Anggaran belanja bantuan sosial pada APBD TA. 2019 sebesar Rp. 

5.098.360.000,00  digunakan untuk diberikan kepada lembaga-lembaga dan 

organisasi sesuai dengan proposal yang diterima pada tahun 2018. Tata cara 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan 

Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan tentang Hibah dan Bantuan Sosial. 

4. Belanja Bantuan Keuangan 

Anggaran belanja bantuan keuangan pada APBD TA. 2019 sebesar 

Rp.912.798.780,00 atau direncanakan tidak mengalami perubahan dari tahun 

sebelumnya.  
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5. Belanja Tidak Terduga 

Anggaran belanja tidak terduga pada APBD TA. 2019 sebesar 

Rp.4.000.000.000.00 atau direncanakan tidak mengalami perubahan dari 

tahun sebelumnya. Pengalokasian dilakukan dengan mempertimbangkan 

kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang. 

 

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan 

Daerah Tahun 2019 

Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019 

mengacu pada visi dan misi dan program kegiatan kepala daerah terpilih sebagai 

berikut: 

Visi Kepala daerah terpilih adalah “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju 

Religius dan Berbudaya” Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam 

visi adalah sebagai berikut : 

a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota (citizen) yang 

secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota 

Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam 

suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuwensi 

keberadaannya sebagai warga kota. 

b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. termasuk didalamnya seni dan sosial budaya. 

sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai 

kearifan lokal masyarakat Mentaram.  

c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai Ketuhanan. mengedepankan muammallah serta toleransi 

yang tinggi antar ummat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka 

penciptaan masyarakat madani.  

d. Berbudaya diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung 

dipertunjukkan dalam sifat. sikap. tindakan masyarakat dalam aktivitas 

sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan. 

kesopanan. nilai-nilai sosial. dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga 

ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa nenek 

moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa 

sekarang dan masa yang akan datang. sehingga tercipta keseimbangan 

antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan 
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kemajemukan. menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang 

ditandai dengan masyarakat yang bermoral. bermartabat dan berkesadaran 

hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma. adat istiadat serta 

peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani. 

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi yaitu: 

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-

Nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang 

Aman, Rukun dan Damai.  

2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan 

Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan 

Daerah yang Berdaya Saing.  

3. Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang 

Sejahtera.  

4. Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan 

Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka mewujudkan 

Pembangunan yang Berkelanjutan.  

5. Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam 

rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance). 

Berdasarkan kemajuan yang dicapai pada tahun 2016, perkiraan tahun 

2017 dan tantangan maupun target tahun 2018 serta diselaraskan dengan Tema 

Pembangunan Nasional Tahun 2019 yaitu “ Pemerataan Pembangunan untuk 

pertumbuhan Berkualitas ” dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 

yaitu “Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk 

meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”, maka Tema 

Pembangunan Kota Mataram tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam MPBM 

RKPD Kota Mataram Tahun 2019 adalah “Mempercepat Pembangunan SDM 

dan Infrastruktur Untuk Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreatifitas 

Dalam Rangka Penurunan Angka Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial” 

Pada tahun 2019, pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah sebagai 

arah dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2019, 

difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator 

kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota 

Mataram tahun 2016-2021, yang dirinci ke dalam 3 (tiga) aspek pembangunan, 

yaitu: 
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1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, meliputi indikator kinerja pembangunan 

daerah, dijelaskan pada tabel berikut:  

I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Pertumbuhan ekonomi (%) 8.20 

Laju Inflasi (%) 4-5 

Angka Kemiskinan (%) 7.06 

Angka Harapan Lama Sekolah 16,36 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 9,14 

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (%) 98,00 

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 97,6 

Pendapatan Per Kapita (Rp./kapita) 46.284.582 

Angka Indeks Pembangunan Manusia 80,25 

Skor Pola Pangan Harapan (%) 92.13 

Tingkat pengangguran terbuka (%) 1.61 

Jumlah lembaga ekonomi produktif berbasis 

keagamaan 
20 

2. Aspek Pelayanan Umum, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, 

dijelaskan pada tabel berikut:  

  

II. ASPEK PELAYANAN UMUM 

Persentase penduduk ber KTP 100 

Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 2,33 

Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%) 90,91 

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 3,98 

Persentase pranata adat terhadap jumlah 
lingkungan (%) 

80 

Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA dan 
PERWAL (%) 

98 

Cakupan peserta KB aktif (%) 81  

Cakupan Penanganan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (%) 
32,97 

Jumlah Perpustakaan pada tempat ibadah 308 
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Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 

(%) 
93 

Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap 

Sanitasi Layak (%) 
100 

Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%) 100  

Persentase Rumah layak huni (%) 99,25  

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah  20 % 

Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang (%) 65  

Persentase penanganan sampah (%) 80  

 

3. Aspek Daya Saing Daerah, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, 

dijelaskan pada tabel berikut:  

III. ASPEK DAYA SAING DAERAH 

Target opini laporantangguh keuangan pemerintah 
daerah  

WTP 

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total 
Pendapatan Daerah (%) 

20.68 

Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja 
Daerah (%) 

27,16 

Target penilaian maturitas SPIP (level) Level 3 

Target penilaian kapabilitas APIP (level) Level 3 

Kunjungan wisatawan (orang) 767.725 

Angka kriminalitas (kasus) 859 

Cakupan SKPD yg menyelenggarakan informasi 
publik berbasis IT (%) 

30 

Cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai 
standar Ombudsman (%) 

100 

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%) 79.77 

Jumlah Inovasi Pelayanan Publik 14 

Nilai investasi (PMDN/PMA)  
PMA   : $ 285.043 

PMDN : 500 milyar 

Tingkat perkembangan WUB (unit usaha) 2.000 

Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Bidang) 6 

Pendaftaran HAKI produk hasil karya daerah 2 
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Selanjutnya, keterkaitan prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2019dalam 

pencapaian tujuan Misi RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 dijabarkan 

sebagaimana Tabel berikut: 

 

Tabel 4.9 
Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2019 

No 
Tujuan Misi 

RPJMD Kota Mataram 2016-2021 

Prioritas Pembangunan Daerah 

Tahun2019 

1 Misi 1, Meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan masyarakat melalui 

penerapan nilai-nilai Agama dan 
kearifan lokal dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang aman, 
rukun dan damai, tujuan Misi tersebut 
adalah: 

1. Meningkatkan kualitas pengembangan 
nilai nilai budaya dan kearifan lokal 
masyarakat  

2. Meningkatkan kondusifitas wilayah 

3. Meningkatkan religiusitas masyarakat 

4. Meningkatkan kualitas masyarakat 

 
 

 
 
 

 
 

 Peningkatan kerukunan internal dan antar 
umat beragama dan antar budaya.  

 Pengembangan modal sosial, menerapkan 
nilai-nilai kearifan lokal, dan memiliki 
kebanggaan sebagai (warga Kota 
Mataram) Gumi Mentaram sebagai modal 
pembangunan. 

2 Misi 2, Meningkatkan kemampuan 
sumber daya manusia melalui 
pemenuhan pelayanan   sosial   dasar   

dan   penguasaan   IPTEK dalam rangka 
terwujudnya daerah yang berdaya saing, 
tujuan Misi tersebut adalah: 

1. Tersedianya prasarana dan sarana 
pendidikan yang memadai 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 
layanan kesehatan 

3. Meningkatkan kualitas layanan 
kependudukan dan catatan sipil 

4. Meningkatkan kualitas perempuan dan 
kesetaraan gender 

5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan 
perlindungan anak 

6. Meningkatkan efektifitas pengendalian 
pertumbuhan penduduk 

7. Meningkatkan kualitas layanan sosial 
masyarakat 

8. Meningkatkan kapasitas Pemuda 

9. Meningkatkan produktifitas prestasi olah 
raga 

10. Meningkatkan kualitas data dan informasi 

11. Meningkatkan kualitas layanan arsip 

12. Meningkatkan kualitas sarana 
perpustakaan 

13. Meningkatkan kualitas layanan 

 
 
 
 

 
 

 Pendidikan Karkater Masyarakat Kota 
Mataram berbasis komunitas 

 Subsidi biaya pendidikan bagi siswa dari 
kalangan keluarga miskin 

 Pemerataan kualitas pelayanan 
pendidikan antar wilayah maupun antar 
level pendidikan.  

 Pemberian Beasiswa bagi siswa 
berprestasi. 

 Pengembangan Sekolah Unggulan 

 Pengembangan manajemen pendidikan 
berbasis TataPemerintahan Yang Baik  

 Kesehatan untuk Semua, peningkatan 

kualitas dan kuantitas pelayanan 
kesehatan dan terjangkau bagi seluruh 
masyarakat 

 Subsidi biaya kesehatan bagi warga 
masyarakat yang terkategorikan miskin. 

 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana 
dan prasarana kesehatan dasar maupun 
lanjutan. 

 Peningkatan dan inovasi manajemen 
puskesmas berbasis teknologi dalam 
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No 
Tujuan Misi 

RPJMD Kota Mataram 2016-2021 

Prioritas Pembangunan Daerah 

Tahun2019 

komunikasi dan informatika 

14. Meningkatkan efektifitas pencegahan dan 
penanggulangan bencana 

rangka peningkatan kualitas pelayanan 
publik 

 Pelayanan kepada penyandang cacat dan 
rehabilitasi pemakai narkoba (NAPZA), 

 Peningkatan kesetaraan gender dan 
perlindungan anak.  

 Penguatan keberadaan Kota Mataram 
sebagai Kota Layak Anak, Kota Layak 
Huni dan Kota Layak Lansia. 

 Peningkatan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM)  

3 Misi 3, Mendorong kemajuan ekonomi 

melalui   pemberdayaan ekonomi    
rakyat berbasis potensi ekonomi lokal 

dalam rangka mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera, tujuan Misi tersebut 
adalah: 

1. Meningkatkan efektifitas layanan 
ketenagakerjaan 

2. Meningkatkan kualitas kelembagaan 
koperasi dan UKM 

3. Meningkatkan stabilitas ketersediaan stok 
dan distribusi komoditas 

4. Meningkatkan produktifitas pertanian 

5. Meningkatkan aminitas wisatawan 

6. Meningkatkan produktifitas perikanan 

7. Meningkatkan stabilitas harga dan 
distribusi barang kebutuhan pokok 

8. Meningkatkan kualitas industri kecil 
menengah 

 

 

 

 

 

 Penyiapan mekanisme dan sistem 
Permodalan Usaha Mikro Kecil dan 
Koperasi  

 Peningkatan sumber daya manusia pelaku 
usaha lokal.  

 Menciptakan 100 wirausaha baru. 
 Membangun keterkaitan sistem produksi, 

distribusi, dan pelayanan termasuk 
pelayanan jasa secara terpadu. 

 Peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat.  

 Penurunan angka kemiskinan.  
 Penciptaan Tenaga Kerja yang terdidik 

dan trampil.  
 Pengembangan standardisasi produk dan 

jasa.  
 Revitalisasi, memperkuat dan 

memperbanyak tumbuhnya jiwa 

entrepreneurship dalam wadah Koperasi  
dan UMKM; 

 Revitalisasi pasar tradisional  

4 Misi 4, Meningkatkan kelayakan hidup 

masyarakat melalui Penanganan Sarana 
dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata 
Ruang dalam Rangka Mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan, 
tujuan Misi tersebut adalah: 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

prasarana perumahan dan kawasan 
permukiman 

2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah 

3. Meningkatkan efektifitas jaringan irigasi 

4. Meningkatkan kapasitas pengawasan jasa 
konstruksi 

5. Meningkatkan aksesibilitas perumahan 
dan permukiman layak huni 

 

 

 

 

 

 Penataan daerah aliran sungai dan 
sempadan sungai  

 Penataan, penambahan dan revitalisasi 
taman-taman kota  

 Revitalisasi kota tua  
 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana 

dan prasarana perekonomian rakyat. 
 Pengembangan dan peningkatan kualitas 

jaringan infrastruktur transportasi 
perkotaan.  
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No 
Tujuan Misi 

RPJMD Kota Mataram 2016-2021 

Prioritas Pembangunan Daerah 

Tahun2019 

6. Meningkatkan aminitas pengguna jalan 

7. Meningkatkan efektifitas penataan ruang 

8. Meningkatkan efektifitas pengelolaan 
tanah milik daerah 

9. Meningkatkan kualitas pengelolaan 
lingkungan hidup 

 Pembangunan sarana prasarana 
permukiman yang bersih dan sehat. 

 Konservasi sumber daya air.  
 Sambungan air minum ke rumah-rumah 

penduduk berpenghasilan rendah 
 Pembangunan prasarana sumber daya air.  
 Penataan Rumah Layak Huni  
 Pembangunan berbasis lingkungan yang 

terencana terpadu dan berkelanjutan. 
 Membangun akses masyarakat terhadap 

sanitasi yang layak. 

 Penanganan persampahan secara 

terpadu. 
 Penanganan terpadu Ampenan sebagai 

bagian dari Jaringan Kota Pusaka 
Indonesia. 

 Pelaksanaan Program 100-0-100 

 Pengembangan transportasi massal  

5 Misi 5, Meningkatkan keandalan 

pelayanan publik melalui reformasi 
birokrasi dalam rangka mewujudkan 
kepemerintahan yang baik (good 
governance), tujuan Misi tersebut adalah: 

1. Meningkatkan kualitas layanan publik 

2. Meningkatkan kualitas rencana 

pembangunan 

3. Meningkatkan meningkatnya efektifitas 

layanan perijinan 

4. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola 

pemerintahan 

 

 

 

 

 

 Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu  

 Keterbukaan Partisipasi Masyarakat. 

 Pemantapan Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP). 

 Peningkatan Kualitas Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 

 Optimalisasi Sistem dan Pelayanan 

Penerimaan Pendapatan Daerah.  

 Pemantapan Manajemen Aset Daerah 

 Penerapan Teknologi digital  dan 

Optimalisasi penggunaan teknologi 

informasi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dan komunikasi publik  

 

Dalam mewujudkan capaian sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Kota 

Mataram menetapkan prioritas pembangunan tahun 2016-2021 sesuai dengan 

isu strategis yaitu: 

1. Budaya 

2. Kondusifitas Wilayah 

3. Kesehatan 

4. Pendidikan 

5. Daya saing pekonomian Daerah 

6. Kemiskinan 
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7. Infrastruktur 

8. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 

9. Kependudukan dan Catatan Sipil,  

10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 

 

Keterkaitan prioritas pembangunan dengan program Prioritas Pembangunan 

Kota Mataram tahun 2018 sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut: 

Tabel 4.10 
Program Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2019 

NO 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

SASARAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

1 2 3 4 5 

1 Budaya  Tersedianya  sarana 
penunjang kebudayaan  
yang memadai 

Dinas Pendidikan dan 
Dinas Pariwisata 

Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Tersedianya budayawan 
yang kompeten 

Dinas Pendidikan dan 
Dinas Pariwisata 

Program Pengembangan 
Nilai Budaya  

Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya  

2 Kondusifitas 
Wilayah 

Tertanganinya situasi 
keamanan dan 
ketertiban yang 
kondusif 

Satpol PP dan 
Bakesbangpol  

Program Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Satpol PP dan 

Bakesbangpol  

Program Penegakan 

Perundang-undangan 
Daerah 

Satpol PP dan 
Bakesbangpol  

Program Peningkatan 
Pemberantasan Penyakit 
Masyarakat (PEKAT) 

Terwujudnya 
kerukunan hidup 
masyarakat yang 
optimal 

Satpol PP dan 
Bakesbangpol  

Program Pengembagan 
Wawasan Kebangsaan 

Tersedianya sarana 

penunjang kehidupan 
beragama yang 
memadai 

Sekretariat Daerah Program Bantuan Sosial 

Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan 

3 Kesehatan Tersedianya sarana 
prasarana  kesehatan 

dasar dan rujukan yang 
memadai 

Dinas Kesehatan Program Pengadaan 
Peningkatan dan 

Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Puskesmas/ 
Puskesmas Pembantu 
dan Jaringannya 

Rumah Sakit Umum 
Daerah 

Program Peningkatan 
Mutu Pelayanan 

Kesehatan Badan 
Layanan Umum Daerah 
(BLUD) 

Tersedianya kualitas 
SDM kesehatan yang 
profesional 

Dinas Kesehatan Program Manajemen 
Pelayanan Kesehatan 
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NO 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

SASARAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

1 2 3 4 5 

Tersedianya standar 
pelayanan kesehatan 
dasar dan rujukan yang 
bermutu 

Dinas Kesehatan Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Program Peningkatan 

Sarana Prasarana Rumah 
Sakit  

Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Program Perbaikan Gizi 

Masyarakat 

Program Upaya 

Kesehatan Perorangan 

Program Promosi 

Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

Terwujudnya 
kesetaraan gender 
secara menyeluruh 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
 

Program Peningkatan 
Peran Serta dan 
Kesetaraan Gender 
dalam Pembangunan 

Tertanganinya 
permasalahan anak 
sesuai situasi 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
 

Program Pengembangan 
Bahan Informasi tentang 
Pengasuhan dan 
Pembinaan Tumbuh 

Kembang Anak 

Terwujudnya layanan 
yang berkualitas bagi 
anak 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
 

Program Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan Anak 

Tertanganinya laju 
pertumbuhan penduduk 
secara berkelanjutan 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Program Keluarga 
Berencana 

Program Pelayanan 
Kontrasepsi 

Program Pembinaan 
Peranserta Masyarakat  
dan Kelompok Usaha 
dalam Pelayanan KB dan 
Peningkatan 
Kesejahteraan 

Program Pembinaan 

Peranserta masyarakat 
dalam Pelayanan KB/KR 
yang mandiri 

Program Pengembangan 

Pusat Pelayanan 
Informasi dan Konseling 
KRR 

 
Terwujudnya keluarga 
yang berkualitas 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Program Penyiapan 
Tenaga Pendamping 
Kelompok Bina Keluarga  
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NO 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

SASARAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

1 2 3 4 5 

Program Promosi 
Kesehatan Ibu Bayi dan 
Anak Melalui Kelompok 
Kegiatan di Masyarakat 

4 Pendidikan Tersedianya prasarana 
dan sarana pendidikan 
yang memadai 

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak 
Usia Dini 

Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun 

Tersedianya SDM 

Pendidikan yang sesuai 
kompetensi secara 
merata 

Dinas Pendidikan Program Peningkatan 

Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

Terpenuhinya SDM 
Layanan Arsip dan 
Perpustakaan sesuai 
kebutuhan 

Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan  

Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

Tersedianya sarana 

prasarana kearsipan 
yang memadai 

Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan  

Program Penyelamatan 

dan Pelestarian 
Dokumen/Arsip  

Tersedianya sarana 
prasarana 
perpustakaan yang 

memadai 

Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan  

Program Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 

5 Daya Saing 

Perekonomian 
Daerah 

Tersedianya sarana dan 

prasarana perdagangan 
yang memadai 

Dinas Perdagangan Program peningkatan 

efiisiensi  perdagangan 
dalam negeri 

Tersedianya pelaku IKM  

yang berdaya saing 

Dinas Perindustrian, 

Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah  

Program pengembangan 

industri kecil dan 
menengah 

Tersedianya Sarana 
Produksi yang memadai 

Dinas Perindustrian, 
Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah  

Program peningkatan 
kemampuan teknologi 
industri 

Tersedianya SDM 
penanaman modal yang 
handal 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Program Peningkatan 
Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

Tersedianya SDM  
penyuluh yang 

berkompeten 

Dinas Pertanian  Program pemberdayaan 
penyuluh Pertanian/ 

perkebunan lapangan 

Tersedianya lahan 
budidaya yang 

memadai 

Dinas Pertanian dan 
Dinas Ketahanan Pangan 

Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 

Tersedianya sarana dan 
prasarana  pariwisata 
yang representatif 

Dinas Pariwisata Program pengembangan 
destinasi pariwisata 

Tersedianya tenaga 
kerja yang 
berkompeten 

Dinas Tenaga Kerja  Program Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga 

Kerja 

Terlindunginya tenaga 
kerja sesuai ketentuan 

Dinas Tenaga Kerja  Program Perlindungan 
dan Pengembangan 
Lembaga 
Ketenagakerjaan 
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NO 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

SASARAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

1 2 3 4 5 

Tersedianya informasi 
ketenagakerjaan yang 
terintegrasi 

Dinas Tenaga Kerja  Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja 

Tercapainya target 
penerimaan PAD  

Badan Keuangan 
Daerah 

Program Peningkatan dan 
Pengembangan 
pengelolaan keuangan 
daerah 

6 Kemiskinan Tertanganinya masalah 
perekonomian dan 
sosial kemasyarakatan 
secara berkelanjutan 

Dinas Sosial 
 

Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

Program Pembinaan 

Anak Terlantar 

Program Pembinaan Eks 
Penyandang Penyakit 
Sosial 

Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat 

Program P2KP (PNPM) 

Mandiri 

BPBD Program perbaikan 
perumahan akibat 
bencana alam/sosial 

Dinas Perdagangan Program Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima dan 
Asongan 

Terdatanya penduduk 

miskin sesuai kondisi 

Dinas Sosial 

 

Program Pemberdayaan 

Fakir Miskin, Komunitas 
Adat Terpencil dan 

Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
Lainnya 

BAPPEDA Program Perencanaan 
Bidang Sosial Budaya 

Terlatihnya 
Sumberdaya 
Petani/Nelayan yang 
Terampil 

Dinas Pertanian Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan 
Pemasaran produksi 
perikanan 

Tersedianya modal 

usaha yang memadai 

Dinas Pertanian; 

Dinas Perikanan dan 
Kelautan 

Program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat 
pesisir 

Terbinanya 
Kelembagaan Pemuda 

secara berkelanjutan 

Dinas Kepemudaan 
dan Olahraga 

Program Peningkatan 
Upaya Penumbuhan 

Kewirausahaan dan 

Kecakapan Hidup 
Pemuda 

  Tersedianya dana 
bantuan secara 
simultan  

Sekretariat Daerah 
 

Program Pembinaan dan 
Pemantauan Pelaksanaan 
PER 

Terbinanya masyarakat 
secara berkelanjutan 
  

Kecamatan Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
dalam Pembangunan 
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NO 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

SASARAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

1 2 3 4 5 

  Kecamatan Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Manajemen 
Pembangunan Partisipatif 

Kecamatan Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

  

7 Infrastruktur Tersedianya jaringan 
jalan dan jembatan 

sesuai standar 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 

Ruang 

Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Program rehabilitasi/ 
pemeliharaan jalan dan 
jembatan 

Terpeliharanya jaringan 
irigasi yang optimal 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

Program Pengembangan 
Pengelolaan Jaringan 
Irigasi, Rawa dan 
Jaringan Pengairan 

Lainnya 

Tertanganinya kawasan 
permukiman kumuh 
secara menyeluruh 

Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Program Pembangunan 
dan Penataan 
Lingkungan Perumahan 

Program Lingkungan 
Sehat Perumahan 

Tertanganinya rumah 
tidak layak huni secara 

menyeluruh 

Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Program Pengembangan 
Perumahan 

Tersedianya sarana dan 
prasarana perumahan 
dan kawasan 
permukiman yang 
memadai 

Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Program Pemeliharaan/ 
Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

Program Peningkatan 
dan Pemeliharaan 

Fasilitas PJU 

Program Penataan dan 
Pemeliha-raan Ornamen 
Kota dan Reklame 

Tersedianya sistem 
transportasi publik 
yang memadai 

Dinas Perhubungan Program Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 

Tersedianya prasarana 
dan fasilitas 

perhubungan yang 
memadai 

Dinas Perhubungan Program Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 

Perhubungan  

Program Pembangunan 
prasarana dan fasilitas 

perhubungan 

Program rehabilitasi dan 
pemeliharaan prasarana 
dan fasilitas LLAJ 

Terpasangnya fasilitas 
perlengkapan dan 
keselamatan jalan (road 
safety) secara 

Dinas Perhubungan Program Pengendalian 
dan Pengamanan lalu 
lintas 
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NO 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

SASARAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

1 2 3 4 5 

menyeluruh 

Terkelolanya 

perparkiran secara 
optimal 

Dinas Perhubungan Program Peningkatan 

Pelayanan Perparkiran 

8 Tata Ruang 
dan 
Lingkungan 

Hidup 

Tersedianya prasarana 
dan sarana pengelolaan 
air limbah yang 

memadai dan akses air 
bersih secara merata 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air 
Minum dan Air Limbah 

Tersedianya prasarana 

dan sarana pengelolaan 
sampah yang memadai 

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kecamatan 

Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 
Persampahan  

Terbentuknya TPA 

regional yang optimal 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 
Persampahan  

Terkelolanya sampah 
berbasis energi 
terbarukan yang 

berkualitas 

Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kecamatan 

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan  

Terwujudnya 
perencanaan tata ruang 
yang berkualitas 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

Program Perencanaan 
Tata Ruang 

BAPPEDA Program Perencanaan 

Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam 

Terwujudnya 

pemanfaatan ruang 
secara tertib sesuai 

prosedur 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 
Ruang 

Program Pemanfaatan 

Tata Ruang 

Terwujudnya 
pengendalian 
pemanfaatan ruang yang 
sejalan dengan 
peraturan 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

Program Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

Tertanganinya 

pencemaran lingkungan 
hidup secara 
menyeluruh 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

Program Peningkatan 

Pengendalian Polusi 

Program Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses 

Informasi SDA dan 
Lingkungan Hidup 

  Tercapainya luasan 

ruang terbuka hijau 
publik dan privat 
sejalan dengan 
peraturan 

Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Program Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau 

Terwujudnya 
kesiapsiagaan 

kebencanaan pada 
wilayah rawan bencana 

BPBD Program Pencegahan Dini 
dan Penanggulangan 

Korban Bencana Alam 

Dinas Pemadam 
Kebakaran 

Program peningkatan 
kesiagaan dan 
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NO 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

SASARAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

1 2 3 4 5 

pencegahan bahaya 
kebakaran 

Terkelolanya aset milik 

daerah secara tertib 
sesuai prosedur 

Badan Keuangan 

Daerah dan 
Sekretariat Daerah 

Program pengembangan 

sistem informasi 
pertanahan 

9 Kependuduka
n dan 
Pencatatan 
Sipil 

Tersedianya prasarana 
dan layanan 
kependudukan yang 
memadai 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 
 

Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Terwujudnya layanan 

kependudukan yang 
berkualitas 

Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 
 

Program Keserasian 

Kebijakan Kependudukan 

10 Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola 
Pemerintahan 

Tersedianya dokumen 
perencanaan yang 

Akurat dan Kredibel 

BAPPEDA Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Tersedianya sistem 
data yang terpadu 

Badan Penelitian dan 
Pengembangan 

Program Pengembangan 
Data dan Informasi 

Tersedianya sistem 
pelayanan perijinan 
yang tepat 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Program Peningkatan 
Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan Perijinan 

Tertatanya layanan 
komunikasi dan 

informatika yang 
berkualitas 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Program Pengembangan 
Komunikasi dan Media 

Massa 

Program Peningkatan 
Kwalitas Pelayanan 
Informasi Publik 

Program Penguasaan 

serta Pengembangan 
Aplikasi dan Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 

Tersedianya sarana 

prasarana pemerintah 
yang memadai 

Sekretariat Daerah 

dan Badan Keuangan 
Daerah 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tertatanya birokrasi 
pemerintahan 

Sekretariat Daerah Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik 

Terwujudnya sistem 

pengadaan barang/jasa 
yang tranparan dan 
akuntabel 

Sekretariat Daerah 

dan Badan Keuangan 
Daerah 

Program Peningkatan 

dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Terwujudnya sistem 
administrasi 

pembangunan yang 
tertib dan terkendali 

Sekretariat Daerah Program Pengendalian 
Pembangunan Daerah 

Tersedianya SDM 
Aparatur  yang 
profesional 

Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
SDM Daerah 

Program Pendidikan 
Kedinasan 

Tersedianya regulasi 
daerah sesuai 
kebutuhan  

Sekretariat DPRD Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Terpenuhinya laporan 

hasil pemeriksaan 
kegiatan pembangunan 

Inspektorat Daerah Program Peningkatan 

Pengawasan Internal dan 
Pengendalian 
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NO 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

SASARAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

DAERAH 

1 2 3 4 5 

yang efektif dan efisien Pelaksanaan Kebijakan 
KDH 

Program Peningkatan 

Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan 

Terpenuhinya struktur 
kelembagaan yang 
proporsional 

Sekretariat Daerah Program Penataan 
Daerah, Organisasi dan 
Ketatalaksanaan serta 

PAN 

Terpenuhinya regulasi 
sesuai kebutuhan 

Sekretariat Daerah Program Penataan 
Peraturan Perundang-
undangan 

Terwujudnya Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah yang akuntabel  

Badan Keuangan 
Daerah 

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
pengelolaan keuangan 
daerah 

Terjalinnya Kerjasama 
dan Kemitraan dengan 
berbagai pemangku 

kepentingan 
Pembangunan 

Bappeda Program Kerjasama 
Pembangunan 

Terjaringnya aspirasi 
masyarakat dalam 
proses perencanaan 
pembangunan 

Bappeda Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021, data diolah 

 

Adapun sinkronisasi antara prioritas pembangunan Kota Mataram dalam 

RKPD 2018 dengan prioritas Nasional dalam RKP 2018 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.11 

Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Program Pembangunan  

Kota Mataram Tahun 2019 

NO 
PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

1 Pendidikan 
Pendidikan 

Vokasi 

Penguatan Kemitraan 
dengan Dunia 
Usaha/Dunia Industri 

*Penyelenggaraan 
Pendidikan Menengah 

(SMA sederajat) menjadi 
kewenangan Pemeritah 

Provinsi, sedangkan 
penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi berada 
pada kewenangan pusat 

Peningkatan Kualitas 
Pembelajaran 
Pendidikan Vokasi 

Pendidikan dan 
pelatihan 
kewirausahaan dan 
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NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Kecakapan kerja 

Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 

Pendidikan Vokasi 
yang Berkualitas 

Peningkatan Kualitas 
Pendidik Vokasi 

Peningkatan 
kualitas guru 

Revitalisasi Lembaga 

Pendidikan Tenaga 
Keguruan (LPTK) 

 

Peningkatan 
Profesionalisme Guru 

Program Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

  
Pengelolaan dan 
Distribusi Guru 

Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

  
Peningkatan 
Kesejahteraan Guru 

 

2 Kesehatan 

Peningkatan 
kesehatan Ibu 

dan Anak 

Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Kesehatan 

Ibu dan Anak 

Program Kesehatan Ibu, 
Anak, Remaja, dan Lansia 

Perbaikan Kualitas Gizi 
Ibu dan Anak 

Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Peningkatan Akses 

Pelayanan Kesehatan 
Ibu dan Anak 

Program Kesehatan Ibu, 
Anak, Remaja, dan Lansia 

Pencegahan dan 
Penanggulangan 

Penyakit 

Pencegahan dan 
pengendalian Penyakit 
Menular 

Program Pengendalian 
penyakit 

Kegiatan Pelayanan 
Pencegahan dan 
penanggulangan Penyakit 
Menular 

Pencegahan dan 
pengendalian Penyakit 
Tidak Menular 

Program Pengendalian 
penyakit 

Kegiatan Peningkatan 
Pelayanan Penyakit Tidak 
Menular 

Pengamatan, 
Imunisasi, Penyakit 

dan Karantina 
Kesehatan 

Program Pengendalian 
Penyakit 

Kegiatan Pelayanan 
vaksinasi bagi balita dan 
anak sekolah 

Preventif dan 
Promotif 
(Gerakan 

Masyarakat 
Hidup Sehat) 

Lingkungan Sehat Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Konsumsi Pangan 
Sehat 

Program Pengawasan dan 
Pengendalian Kesehatan 
Makanan 

  Peningkatan 
Pemahaman Hidup 

Program promosi 
Kesehatan dan 
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NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Sehat Pemberdayaan 
Masyarakat 

3 
Perumahan dan 
Permukiman 

Penyediaan 
Perumahan 

Layak 

Penciptaan Iklim 

Kondusif penyediaan 
Rumah Masyarakat 
Berpenghasilan 
Rendah (MBR) 

Program Pengembangan 

Perumahan 

Kegiatan Pembangunan 
dan Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 

Penyediaan dan 
peningkatan Kualitas 

Perumahan MBR 

Fasilitasi Pembiayaan 
Perumahan MBR 

Pengentasan 

Pemukiman kumuh 

Air Bersih dan 
Sanitasi 

Peningkatan Akses Air 
Bersih dan Sanitasi 

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air 
Minum dan Air Limbah 

Peingkatan 

Ketersediaan Air Baku 

Program Perlindungan 

dan Konservasi Sumber 
Daya Alam 

4 
Pengembangan 
Dunia Usaha dan 
Pariwisata 

Pengembangan 3 
Kawasan 

Pariwisata (dari 
10) 

Pengembangan Danau 
Toba 

*Tidak termasuk lokasi 
kegiatan program 
prioritas 

Pengembangan 

Borobudur dan 
sekitarnya 

Pengembangan 
Mandalika 

Program pengembangan 
destinasi pariwisata 

Dukungan 
Pengembangan 
Destinasi Prioritas 

*Tidak termasuk lokasi 
kegiatan program 
prioritas 

Pengembangan 5 

Kawasan 
Ekonomi Khusus 
(KEK) (dari 10) 

Percepatan 
Pembangunan KEK 

Sorong 

*Tidak termasuk lokasi 
kegiatan program 

prioritas 

Percepatan 
Pembangunan KEK 
Tanjung Kelayang 

Percepatan 

Pembangunan KEK 
Bitung  

Percepatan 
Pembangunan KEK 
MBTK 

Percepatan 
Pembangunan KEK 
Morotai 

Pengembangan 3 
Kawasan 

Pengembangan KI Sei 
Mangkei 

*Tidak termasuk lokasi 
kegiatan program 



Bab 4 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  

 

Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun 2019  
  

IV-43 

NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Industri (KI) 
(dari 14) 

Pengembangan KI 
Morowali 

prioritas 

Pengembangan KI 

Bantaeng 

Dukungan 
Pengembangan KI 

Perbaikan iklim 
Investasi dan 
Penciptaan 

Lapangan Kerja 

Pelaksanaan 
Harmonisasi dan 

Simplifikasi Peraturan 
Perizinan 

Program Peningkatan 
Iklim Investasi dan 

Realisasi Investasi 

  Pengembangan 
Layanan Perizinan 
Terpadu 

Program Peningkatan 
Kwalitas Pelayanan Publik 

  Percepatan Fasilitasi 
Penyelesaian Masalah 
Investasi 

Program Peningkatan 
Pelayanan Informasi dan 
Pengaduan Perijinan 

Kegiatan Peningkatan 
Pengelolaan Sistem 
Pengawasan, 

Pengendalian dan 
Pengaduan Penanaman 
Modal 

  Peningkatan 
Persaingan Usaha 

yang Sehat 

Program Peningkatan 
Iklim Usaha Kecil 

Menengah yang Kondusif 

  Iklim Ketenagakerjaan 
dan Hubungan 
Industrial 

Program Perlindungan 
dan Pengembangan 
Lembaga 
Ketenagakerjaan 

Kegiatan Prosedur, 

Penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial 

  Pengembangan 
keahlian tenaga kerja 

Program Peningkatan 
Kualitas dan Produktifitas 
Tenaga Kerja 

  Layanan Informasi 
Pasar kerja 

Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja dan 
Berusaha 

Kegiatan Pameran Bursa 

Kerja (Job Fair) 

  Peningkatan Populasi 
dan Daya Saing 
Industri 

- Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja dan 

Berusaha Kegiatan 

Penciptaan Tenaga 

Kerja Mandiri melalui 

Wirausaha 

- Program Penciptaan 

Iklim Usaha Kecil 

Menengah yang 



Bab 4 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  

 

Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun 2019  
  

IV-44 

NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Kondusif 

  Penguatan 
Pertumbuhan Ekonomi 
Kreatif 

Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan Ekonomi 

Kreatif 

  

Peningkatan 
Ekspor Barang 

dan Jasa Bernilai 
Tambah Tinggi 

Peningkatan Fasilitasi 
Ekspor 

Program Peningkatan dan 
Pengembangan Ekspor 

Kegiatan Pembangunan 
Perdagangan 

Internasional 

  Pengembangan Ekspor 
Jasa Bernilai Tambah 

Tinggi 

  Peningkatan Kualitas 
dan Standar Produk 
Ekspor 

  Peningkatan 
Efektivitas Promosi 
dan Akses Pasar 

Program Peningkatan dan 
Pengembangan Ekspor 

Kegiatan Promosi 
Perdagangan 
Internasional 

  Pengembangan 
Jaringan Kemitraan 
Usaha 

5 Ketahanan Energi 

Energi Baru 
Terbarukan dan 

Konservasi 
Energi 

Pengembangan PLT 
Hidro dan Nuklir 

*Tidak termasuk lokasi 
kegiatan program 
prioritas 

Pengembangan PLT 
Panas Bumi 

Pengembangan 

Bioenergi 

Pengembangan 
Industri Penunjang 
EBT, dan Konservasi 

Energi 

Pengembangan Usaha 
Penyediaan Tenaga 
Listrik 

Skala Kecil (Small Grid 

System) 

Implementasi 
Teknologi Bersih dan 
Efisien 

*Tidak termasuk lokasi 
kegiatan program 
prioritas 

 Penyempurnaan Feed 

In Tariff, Subsidi dan 

Kelembagaan EBT 

Pemenuhan 
Kebutuhan 

Energi 

Pembangunan 
Pembangkit, Transmisi 
dan Distribusi Tenaga 

Listrik 

*Tidak termasuk lokasi 
kegiatan program 
prioritas 

 

Peningkatan Kapasitas 
Infrastruktur Minyak  

dan Gas Bumi 

 

Peningkatan Cadangan *Tidak termasuk lokasi 
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NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Minyak dan Gas 

Bumi 

kegiatan program 
prioritas 

 
Pembentukan 

Cadangan Penyangga 
Energi 

Peningkatan Produksi 
Minyak dan Gas Bumi 

Pemenuhan DMO 

Batubara dan Gas 
Bumi 

6 Ketahanan Pangan 

Peningkatan 
Produksi Pangan 

Produksi Padi 79,3 juta 
ton 

Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Produksi Jagung 23,4 
juta ton 

Produksi Gula 3,2 juta 
ton 

Produksi Daging sapi 

710 ribu ton 

Produksi Ikan 17,4 
juta ton dan Garam 
4,1  
juta ton 

Produksi Hortikultura: 

Cabai Rawit dan  
Merah 2,2, Bawang 
Merah 1,4 juta ton, 

Jeruk 1,8 juta ton, 
Mangga 2,5 juta ton 

Pembangunan 
Sarana dan 

Prasarana 

Pertanian 
(termasuk 

irigasi) 

Pembangunan dan 

rehabilitasi jaringan 

irigasi 

Program Pengembangan 

dan pengelolaan Jaringan 
Irigasi, Rawa dan 
Jaringan Pengairan 
Lainnya 

Pembangunan dan 
Rehabilitasi 

bendungan dan 
embung 

Tidak ada lahan untuk 
waduk 

Perbaikan Data 
Statistik Pangan 

Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Kegiatan Penyusunan 

Data Statistk Pertanian 

Sarana pasca panen Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Kegiatan Penanganan 
Pasca Panen dan 
pengolahan hasil 

pertanian 
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NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Sarana dan prasarana 
distribusi pangan dan 
pertanian di 34 
provinsi 

Program Peningkatan 
Pemasaran Hail Produksi 
Pertanian/Perkebunan 
dan Peternakan 

Sarana dan prasarana 
peningkatan konsumsi 
pangan di 34 provinsi 

Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Kegiatan Pengembangan 
Rumah Pangan Lestari 

Alat dan mesin 

pertanian 

Program peningkatan 

penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan 

Perluasan lahan 
pertanian 

*pengurangan sih ada 

7 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Jaminan dan 
Bantuan Sosial 
Tepat Sasaran 

Penyaluran Bantuan 
Pangan Non Tunai 

- 

Jaminan Sosial 
Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan 

a. Program Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Jaminan Kesehatan 

Nasional 

b. Program Perlindungan 

dan Pengembangan 

Lembaga 

Ketenagakerjaan 

Bantuan Pendidikan 

bagi Anak Usia 
Sekolah 

Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun Kegiatan 
Penyediaan Beasiswa 
Bagi Keluarga Tidak 
Mampu 

Subsidi Energi Tepat 

Sasaran 

 

Penguatan Bantuan 
Tunai Bersyarat 

Program Pemberdayaan 
Kelembagaan Sosial dan 
Keagamaan 

Pemenuhan 
Kebutuhan Dasar 

Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan 
Program Penataan 

Administrasi 
Kependudukan 

Penyediaan 
Infrastruktur Dasar 
(rumah sanitasi, air 

minum, 
jalan/jembatan) 

a. Program 

Pengembangan 

Perumahan 

Kegiatan PEngelolaan 

Rumah Susun 

Sederhana Sewa 

(UPTD) 

b. Program Pelayanan dan 
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NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 

Peningkatan Tata 
Kelola Pelayanan 
Dasar 

Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin, Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) dan 
penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) lainnya 

Kegiatan Sistem Layanan 
Rujukan Terpadu (SLRT) 

Fasilitasi pembiayaan 
perumahan 

 

Perluasan Akses 
Usaha Mikro, 

Kecil, dan 

Koperasi 

Registrasi usaha skala 
mikro dan kecil 

Program Pembinaan dan 
Pemantauan Pelaksanaan 
Kegiatan Dukungan 

Pemberdayaan Ekonomi 
Rakyat 

Sarana dan prasarana 
usaha bagi UMKM 

Program Penataan 
Struktur Industri 
Kegiatan Pemberian 

Bantuan peralatan Bagi 
Industri Kecil 

Sertifikasi, 
standarisasi, merek 

dan pengemasan 

Program Pengembangan 
Sistem Pendukung Usaha 

Bagi UMKM Kegiatan 
Standarisasi dan Legalitas 

Usaha UMKM 

Akses kredit UMKM - 

Perbaikan tata kelola 
dan kembagaan 

koperasi 

Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 

Koperasi 

8 Infrastruktur, 
Konektivitas, dan 
Kemaritiman Pengembangan 

Sarana dan 
Prasarana 

Transportasi 
(darat, laut, 

udara, dan inter-
moda) 

Konektivitas 

 

a. Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

b. Program rehabilitasi/ 
pemeliharaan jalan dan 
jembatan 

Aksesibilitas *Tidak termasuk dalam 
daerah 3T 

Transportasi Perkotaan a. Program Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 

Pengembangan  
Telekomunikasi 
dan Informatika 

Akses Internet untuk 
Daerah Non Komersil 

- 

Penguatan Penyiaran 
di Daerah Perbatasan 

- 

Optimalisasi 
Penggunaan TIK pada 
Instansi Pemerintah 

- 
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NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Dukungan TIK pada 
Sektor Prioritas (e-
commerce, e-health, 
dll) 

Program Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kegiatan 

Pelayanan pengadaan 
Barang dan jasa 

Pembangunan 
Jaringan Pita Lebar 

- 

9 
Pembangunan 

Wilayah 

Pembangunan 
Wilayah 

Perbatasan dan 
Daerah 

Tertinggal 

Peningkatan sarana 
dan Prasarana 

*Kota Mataram tidak 
termasuk dalam Daerah 

Tertinggal dan Kawasan 
Perbatasan 

Pengembangan 
Ekonomi di Daerah 
Tertinggal dan  
Kawasan Perbatasan 
Negara 

Pengelolaan PLBN, 
Kedaulatan dan Lintas 
Batas 

Penguatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia 

Pembangunan 
Perdesaan 

Pemenuhan Standar 
Pelayanan Minimum 

*Kota Mataram tidak 
memiliki Desa 

  Penguatan 
pemerintahan desa 

  Pengawalan 
implementasi UU No 6 
Tahun 2014 tentang 
Desa 

  Pengembangan 

ekonomi kawasan 

  

Reforma Agraria 

Penguatan Kerangka 
Regulasi dan 
Penyelesaian 

Konflik Agraria 

- 

  Penataan Penguasaan 
dan Pemilikan Tanah 
Obyek Reforma 
Agraria 

Program pengembangan 
sistem informasi pertanahan 

  Kepastian Hukum dan 

Legalisasi atas Tanah 
Obyek Reformas 
Agraria 

- 

  Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Penggunaan, 

Pemanfaatan, dan 
Produksi atas TORA 

- 

  
Pencegahan dan 
Penanggulangan 

Bencana 

Pemulihan Daerah 
Pascabencana 

Program Perbaikan 
Perumahan Akibat Bencana 
Alam/Sosial 

  Sarana dan Prasarana Program Pencegahan Dini 
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NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Kebencanaan dan Penanggulangan Korban 
Bencana Alam 

  Penguatan Kapasitas 
SDM Penanggulangan 
Bencana 

Program peningkatan 
kesiagaan dan pencegahan 
bahaya kebakaran 

  Penataan Ruang dan 

Lingkungan Hidup 
Berkelanjutan 

Program Perencanaan 
Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam Kegiatan 
Perencanaan Pengembangan 
Wilayah 

  

Percepatan 
Pembangunan 

Papua 

Peningkatan Akses dan 

Kualitas Pendidikan 
dan 
pelayanan kesehatan 

*Prioritas Nasional di 

daerah Provinsi Papua 
dan Papua Barat 

 

 
  Penguatan Ekonomi 

Lokal Berbasis Wilayah 
Adat 

  Perlindungan Sosial 
dan Penanggulangan 
Kemiskinan 

  Percepatan 
Pembangunan 
Infrastruktur Dasar 

  Pengembangan 
Konektivitas Wilayah 

10 
Politik, Hukum, 
Pertahanan dan 
Keamanan 

Penguatan 
Pertahanan 

Peningkatan 

Keselamatan dan 
Kesejahteraan Prajurit 

- 

Pembangunan MEF II - 

Penguatan Pertahanan 
Wilayah Perbatasan 

*Kota Mataram tidak 
termasuk daerah 
perbatasan 

Stabilitas Politik 

dan Keamanan 

Penguatan Lembaga 
Demokrasi, Kebebasan 

Sipil dan Hak-hak 
Politik 

- 

Penanggulangan 
Terorisme dan Konflik 
Sosial Politik 

Program Peningkatan 
Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan 

Perlindungan WNI/BHI 

di Luar Negeri 

- 

Pemantapan Peran di 
ASEAN 

- 

Penguatan Diplomasi 
(Politik, Ekonomi, 

Maritim) 

- 

Penciptaan Kondisi 
Aman yang Cepat dan 
Tanggap 

Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

Peningkatan 

Penanggulangan 
- 
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NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Penyalahgunaan 

Narkoba 

Kepastian 
Hukum 

Penegakan Hukum 

yang Berkualitas 

Program Penegakan 
Perundang-Undangan 
Daerah 

Pencegahan dan 
pemberantasan 
Korupsi yang Efektif 

- 

Reformasi 
Birokrasi 

Perluasan 
Implementasi 

eGovernment yang 
Terintegrasi 

a. Program perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Kegiatan Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

b. Program Pengelolaan 

Keuanga  Daerah Kegiatan 

Penyusunan Sistem 

Informasi Pengelolaan 

Aset Daerah 

c. Program Pengelolaan 

Keuanga  Daerah Kegiatan 

Penyusunan Sistem 

Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

d. Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur 

Kegiatan PEnataan Sistem 

Administrasi Kenaikan 

Pangkat Otomatis 

  Penguatan 
Implementasi Standar 
Pelayanan Publik dan 
Kapasitas SDM 

Pelayanan 

a. Program Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Publik. 

b. Program Keserasian 

Kebijakan Kependudukan 

c. Program peningkatan 

kesiagaan dan 

pencegahan bahaya 

kebakaran 

  Penguatan Tata Kelola 
dan Manajemen SDM 
Aparatur 

a. Program Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

b. Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur 

c. Program Pendidikan 

Kedinasan 

d. Program Penataan Daerah, 

Organisasi dan 

Ketatalaksanaan serta PAN 

e. Program Peningkatan 

Profesionalisme Tenaga 

Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan 

f. Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 



Bab 4 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  

 

Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun 2019  
  

IV-51 

NO 
PRIORITAS 
NASIONAL 

PROGRAM 
PRIORITAS 

KEGIATAN 
PRIORITAS 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN KOTA 

MATARAM 

Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan kebijakan 

Kepala Daerah kegiatan 

Pemantauan Rencana Aksi 

Pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi 
 

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan 

Berdasarkan Perangkat Daerah 

Alokasi belanja daerah pada TA. 2019 direncanakan didistribusikan ke masing-

masing Perangkat Daerah dalam bentuk: Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar direncanakan sebesar Rp. 

887.061.241973.18 terdiri dari alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung 

sebesar Rp. 346.234.409.764,18; dan alokasi anggaran Belanja Langsung 

sebesar Rp. 540.826.832.209,00. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar direncanakan sebesar Rp  

184.243.321.000,00 terdiri dari alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung 

sebesar Rp.86.648.734.200,00 dan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar 

Rp. 97.594.586.800,00. Urusan Pemerintahan Pilihan direncanakan sebesar Rp. 

39.829.964.944,00 terdiri dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 

19.416.369.468,00 dan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 

20.413.595.476,00. Dan Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan 

direncanakan sebesar Rp  335.617.843.082,82 terdiri dari alokasi Belanja 

Tidak Langsung sebesar Rp. 129.961.363.009,82 dan alokasi Belanja Langsung 

sebesar Rp. 208.656.480.073,00. 

Adapun rincian distribusi belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan dan 

Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 
 

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung  
dan Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan  

di Kota Mataram TA. 2019 

KODE 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN ORGANISASI 

 BELANJA TIDAK 
LANGSUNG  

 BELANJA 
LANGSUNG  

 TOTAL APBD   
  +/-  

 2019   2019   2019  

TOTAL BELANJA DAERAH 
   

579,260,876,442.00  
 
867,491,494,558.00  

  
1,446,752,371,000.00  

   
13,631,376,000.00  

1 
URUSAN WAJIB YANG 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

   
346,234,409,764.18  

    
540,826,832,209.00  

     
887,061,241,973.18  

   
(36,338,750,480.72) 

1 1   Pendidikan 
   
256,016,274,085.80  

      
76,237,916,900.00  

     
332,254,190,985.80  

  
(11,995,906,180.10) 
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1 1 1 Dinas Pendidikan 
    
256,016,274,085.80  

       
76,237,916,900.00  

      
332,254,190,985.80  

   
(11,995,906,180.10) 

1 2   Kesehatan 
     
56,026,807,777.00  

    
298,503,246,984.00  

     
354,530,054,761.00  

    
(1,862,232,042.00) 

1 2 1 Dinas Kesehatan 
      
38,994,809,297.00  

       
56,003,805,220.00  

        
94,998,614,517.00  

         
379,000,000.00  

1 2 2 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Mataram 

      
17,031,998,480.00  

     
242,499,441,764.00  

      
259,531,440,244.00  

     
(2,241,232,042.00) 

1 3   
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

       
7,687,665,551.00  

    
108,811,364,150.00  

     
116,499,029,701.00  

  
(12,689,830,649.00) 

1 3 1 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

        
7,687,665,551.00  

     
108,811,364,150.00  

      
116,499,029,701.00  

   
(12,689,830,649.00) 

1 4   
Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman 

       
5,464,043,283.00  

      
36,238,290,061.00  

       
41,702,333,344.00  

    
(8,787,232,291.00) 

1 4 1 
Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

        
5,464,043,283.00  

       
36,238,290,061.00  

        
41,702,333,344.00  

     
(8,717,232,291.00) 

1 4 4 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

                                     
-  

                                       
-  

                                       
-  

           
(70,000,000.00) 

1 5   
Ketenteraman, Ketertiban Umum, 
dan Perlindungan Masyarakat 

     
18,655,971,038.00  

      
16,823,863,359.00  

       
35,479,834,397.00  

       
(974,916,560.00) 

1 5 1 Satuan Polisi Pamong Praja 
        
7,662,911,343.00  

          
4,712,764,700.00  

        
12,375,676,043.00  

        
(789,586,662.00) 

1 5 2 Dinas Pemadam Kebakaran 
        
6,003,299,693.00  

          
3,404,414,400.00  

          
9,407,714,093.00  

         
629,143,309.00  

1 5 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
        
2,274,200,000.00  

          
5,669,154,259.00  

          
7,943,354,259.00  

        
(861,991,268.00) 

1 5 4 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

        
2,715,560,002.00  

          
3,037,530,000.00  

          
5,753,090,002.00  

            
47,518,061.00  

1 6   Sosial 
       
2,383,648,029.38  

         
4,212,150,755.00  

         
6,595,798,784.38  

         
(28,632,758.62) 

1 6 1 Dinas Sosial  
        
2,383,648,029.38  

          
4,212,150,755.00  

          
6,595,798,784.38  

           
(28,632,758.62) 

2 
URUSAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

     
86,648,734,200.00  

      
97,594,586,800.00  

     
184,243,321,000.00  

    
(2,510,769,706.00) 

2 1   Tenaga Kerja 
       
2,170,376,920.00  

         
1,806,844,500.00  

         
3,977,221,420.00  

           
73,484,334.00  

2 1 1 Dinas Tenaga Kerja  
        
2,170,376,920.00  

          
1,806,844,500.00  

          
3,977,221,420.00  

            
73,484,334.00  

2 2   
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

       
2,692,522,706.00  

         
3,015,660,200.00  

         
5,708,182,906.00  

         
(82,253,181.00) 

2 2 1 
Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 

        
2,692,522,706.00  

          
3,015,660,200.00  

          
5,708,182,906.00  

           
(82,253,181.00) 

2 3   Pangan 
       
2,281,214,379.00  

         
1,460,971,755.00  

         
3,742,186,134.00  

         
(57,774,284.00) 

2 3 1 Dinas Ketahanan Pangan 
        
2,281,214,379.00  

          
1,460,971,755.00  

          
3,742,186,134.00  

           
(57,774,284.00) 

2 4   Pertanahan 
                                     
-  

            
173,650,000.00  

             
173,650,000.00  

         
173,650,000.00  

1 4 1 
Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

                                     
-  

             
173,650,000.00  

             
173,650,000.00  

         
173,650,000.00  

2 5   Lingkungan Hidup 
       
9,575,424,108.00  

      
22,540,215,425.00  

       
32,115,639,533.00  

    
(3,259,956,331.00) 

2 5 1 Dinas Lingkungan Hidup 
        
9,575,424,108.00  

       
22,540,215,425.00  

        
32,115,639,533.00  

     
(3,259,956,331.00) 

2 6   
Administrasi Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

       
3,867,986,136.00  

         
4,092,385,588.00  

         
7,960,371,724.00  

         
251,309,192.00  

2 6 1 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

        
3,867,986,136.00  

          
4,092,385,588.00  

          
7,960,371,724.00  

         
251,309,192.00  

2 7   
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

     
39,017,549,944.00  

      
32,230,588,223.00  

       
71,248,138,167.00  

     
2,141,023,606.00  

2 7 1 Kecamatan Cakranegara 
        
7,163,025,818.00  

          
6,443,187,650.00  

        
13,606,213,468.00  

           
(57,667,415.00) 
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2 7 2 Kecamatan Sandubaya 
        
5,443,430,000.00  

          
5,064,964,000.00  

        
10,508,394,000.00  

         
598,220,195.00  

2 7 3 Kecamatan Mataram 
        
6,588,716,578.00  

          
5,391,972,600.00  

        
11,980,689,178.00  

         
144,765,650.00  

2 7 4 Kecamatan Selaparang 
        
7,584,746,431.00  

          
5,668,785,423.00  

        
13,253,531,854.00  

      
1,070,819,985.00  

2 7 5 Kecamatan Ampenan 
        
7,825,753,408.00  

          
5,373,227,900.00  

        
13,198,981,308.00  

            
84,669,392.00  

2 7 6 Kecamatan Sekarbela 
        
4,411,877,709.00  

          
4,288,450,650.00  

          
8,700,328,359.00  

         
300,215,799.00  

2 8   
Pengendalian Kependudukan dan 
Keluarga Berencana 

       
3,886,102,541.00  

         
5,178,665,538.00  

         
9,064,768,079.00  

       
(422,294,654.00) 

2 8 1 
Dinas Pengendalian Penduduk dan 
KB 

        
3,886,102,541.00  

          
5,178,665,538.00  

          
9,064,768,079.00  

        
(422,294,654.00) 

2 9   Perhubungan 
       
6,721,837,914.00  

         
8,953,474,101.00  

       
15,675,312,015.00  

       
(286,789,086.00) 

2 9 1 Dinas Perhubungan  
        
6,721,837,914.00  

          
8,953,474,101.00  

        
15,675,312,015.00  

        
(286,789,086.00) 

2 10   Komunikasi dan Informasi 
       
2,590,623,000.00  

         
4,258,984,704.00  

         
6,849,607,704.00  

    
(1,550,293,223.00) 

2 10 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 
        
2,590,623,000.00  

          
4,258,984,704.00  

          
6,849,607,704.00  

        
(266,807,823.00) 

4 01 3 Sekretariat Daerah 
                                     
-  

                                       
-  

                                       
-  

     
(1,283,485,400.00) 

2 11   
Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah 

       
3,266,065,986.00  

         
2,336,004,116.00  

         
5,602,070,102.00  

       
(229,527,200.00) 

2 11 1 
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

        
3,266,065,986.00  

          
2,336,004,116.00  

          
5,602,070,102.00  

        
(229,527,200.00) 

2 12   Penanaman Modal 
       
4,287,681,440.00  

         
4,061,357,575.00  

         
8,349,039,015.00  

         
444,837,569.00  

2 12 1 
Dinas Penanaman Modal dan Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu 

        
4,287,681,440.00  

          
4,061,357,575.00  

          
8,349,039,015.00  

         
444,837,569.00  

2 13   Kepemudaan dan Olahraga 
       
2,350,088,761.00  

         
2,894,456,425.00  

         
5,244,545,186.00  

         
(20,000,000.00) 

2 13 1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 
        
2,350,088,761.00  

          
2,894,456,425.00  

          
5,244,545,186.00  

           
(20,000,000.00) 

2 14   Statistik 
                                     
-  

            
137,915,000.00  

             
137,915,000.00  

                                   
-  

2 14 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 
                                     
-  

             
137,915,000.00  

             
137,915,000.00  

                                 
-    

2 15   Persandian 
                                     
-  

            
304,015,000.00  

             
304,015,000.00  

                                 
-    

2 15 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 
                                     
-  

             
304,015,000.00  

             
304,015,000.00  

                                 
-    

2 16   Kebudayaan 
                                     
-  

         
1,364,012,500.00  

         
1,364,012,500.00  

         
384,777,500.00  

1 1 1 Dinas Pendidikan 
                                     
-  

          
1,364,012,500.00  

          
1,364,012,500.00  

         
384,777,500.00  

2 17   Perpustakaan 
                                     
-  

            
687,369,465.00  

             
687,369,465.00  

                                   
-  

2 18 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
                                     
-  

             
687,369,465.00  

             
687,369,465.00  

                                 
-    

2 18   Kearsipan 
       
3,941,260,365.00  

         
2,098,016,685.00  

         
6,039,277,050.00  

         
(70,963,948.00) 

2 18 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
        
3,941,260,365.00  

          
2,098,016,685.00  

          
6,039,277,050.00  

           
(56,053,948.00) 

4 01 3 Sekretariat Daerah 
                                     
-  

                                       
-  

                                       
-  

           
(14,910,000.00) 

3 URUSAN PILIHAN  
     
19,416,369,468.00  

      
20,413,595,476.00  

       
39,829,964,944.00  

    
(1,547,405,205.00) 

3 1   Kelautan dan Perikanan 
       
2,382,121,560.00  

         
2,526,502,200.00  

         
4,908,623,760.00  

       
(932,249,414.00) 

3 1 1 Dinas Perikanan 
        
2,382,121,560.00  

          
2,526,502,200.00  

          
4,908,623,760.00  

        
(932,249,414.00) 
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3 2   Pariwisata 
       
2,228,336,115.00  

         
5,061,831,132.00  

         
7,290,167,247.00  

       
(954,646,354.00) 

3 2 1 Dinas Pariwisata 
        
2,228,336,115.00  

          
5,061,831,132.00  

          
7,290,167,247.00  

        
(954,646,354.00) 

3 3   Pertanian 
       
9,614,799,609.00  

         
4,420,815,110.00  

       
14,035,614,719.00  

       
(131,431,485.00) 

3 3 1 Dinas Pertanian 
        
9,614,799,609.00  

          
4,420,815,110.00  

        
14,035,614,719.00  

        
(131,431,485.00) 

3 6   Perdagangan 
       
5,191,112,184.00  

         
7,100,391,034.00  

       
12,291,503,218.00  

         
420,922,048.00  

3 6 1 Dinas Perdagangan 
        
5,191,112,184.00  

          
7,100,391,034.00  

        
12,291,503,218.00  

         
420,922,048.00  

3 7   Perindustrian 
                                     
-  

         
1,208,200,000.00  

         
1,208,200,000.00  

                                   
-  

1 15 1 
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

                                     
-  

          
1,208,200,000.00  

          
1,208,200,000.00  

                                 
-    

3 8   Transmigrasi 
                                     
-  

              
95,856,000.00  

               
95,856,000.00  

           
50,000,000.00  

2 1 1 Dinas Tenaga Kerja  
                                     
-  

               
95,856,000.00  

                
95,856,000.00  

            
50,000,000.00  

4 
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 
PENUNJANG  

   
126,961,363,009.82  

    
208,656,480,073.00  

     
335,617,843,082.82  

   
54,028,301,391.72  

4 01   Administrasi Pemerintahan 
     
38,790,407,450.00  

      
63,820,132,400.00  

     
102,610,539,850.00  

    
(1,072,069,253.00) 

4 01 1 DPRD 
      
20,700,030,675.00  

                                       
-  

        
20,700,030,675.00  

                                 
-    

4 01 2 
Kepala Daerah & Wakil Kepala 
Daerah 

           
797,839,753.00  

                                       
-  

             
797,839,753.00  

           
(11,187,097.00) 

4 01 3 Sekretariat Daerah 
      
13,872,306,822.00  

       
30,605,177,400.00  

        
44,477,484,222.00  

      
1,454,787,617.00  

4 01 4 Sekretariat DPRD 
        
3,420,230,200.00  

       
33,214,955,000.00  

        
36,635,185,200.00  

     
(2,515,669,773.00) 

4 02   Pengawasan 
       
4,763,725,182.36  

         
2,949,229,098.00  

         
7,712,954,280.36  

         
540,267,616.36  

4 02 1 Inspektorat Kota 
        
4,763,725,182.36  

          
2,949,229,098.00  

          
7,712,954,280.36  

         
540,267,616.36  

4 03   Perencanaan 
       
9,672,994,885.46  

         
9,851,683,000.00  

       
19,524,677,885.46  

     
5,716,833,553.46  

4 03 1 Bappeda 
        
9,672,994,885.46  

          
9,851,683,000.00  

        
19,524,677,885.46  

      
5,716,833,553.46  

4 04   Keuangan 
     
66,496,653,816.00  

    
123,481,402,825.00  

     
189,978,056,641.00  

   
48,085,310,167.90  

3 6 1 Dinas Perdagangan 
                                     
-  

          
4,317,338,000.00  

          
4,317,338,000.00  

                                 
-    

4 01 3 Sekretariat Daerah 
                                     
-  

                                       
-  

                                       
-  

     
(1,900,515,000.00) 

4 04 1 Badan Keuangan Daerah 
      
34,358,995,036.00  

     
119,164,064,825.00  

      
153,523,059,861.00  

    
75,459,325,167.90  

      SKPKD 
      
32,137,658,780.00  

                                       
-  

        
32,137,658,780.00  

   
(25,473,500,000.00) 

4 3   
Kepegawaian serta Pendidikan 
dan Pelatihan 

       
4,229,691,013.00  

         
5,411,792,750.00  

         
9,641,483,763.00  

         
632,981,113.00  

4 3 1 
Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah 

        
4,229,691,013.00  

          
5,411,792,750.00  

          
9,641,483,763.00  

         
632,981,113.00  

4 4   Penelitian dan Pengembangan 
       
3,007,890,663.00  

         
3,142,240,000.00  

         
6,150,130,663.00  

         
124,978,194.00  

4 4 1 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan 

        
3,007,890,663.00  

          
3,142,240,000.00  

          
6,150,130,663.00  

         
124,978,194.00  

 JUMLAH  
   
579,260,876,442.00  

    
867,491,494,558.00  

  
1,446,752,371,000.00  

    
13,631,376,000.00  

Sumber: TAPD Kota Mataram. 2018 
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4.3. Pembiayaan Daerah  

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup 

defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah 

dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. atau untuk memanfaatkan 

surplus.  

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu 

pada akurasi. efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut: 

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam 

bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

berjalan. 

2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari 

sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi 

belanja. 

3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup 

defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman. 

Pada perhitungan APBD 2019 mengalami defisit anggaran, yang ditutupi 

oleh komponen pembiayaan daerah pada TA. 2019. Adapun rincian Pembiayaan 

Daerah terdiri dari : Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Silpa 

Tahun anggaran Sebelumnya dan Pengeluaran pembiayaan Daerah yang 

digunakan untuk Penyertan Modal (Invsetasi) Pemerintah Daerah Sehingga total 

pembiayaan daerah sebesar RP. 19.006.904.641,00 turun sebesar Rp. 

2.064.219.359.00 dari Tahun Anggaran 2018.  

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada tahun 

2019 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dalam rangka pembangunan 

daerah tahun 2019. Pada perhitungan APBD 2019, penerimaan pembiayaan TA. 

2019 yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya diasumsikan Rp. 

19.006.904.641,00. 

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada TA. 2019 diarahkan 

kepada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah yang bersumber dari 

surplus perhitungan APBD 2019 Kota Mataram dan targetnya diasumsikan 
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mengalami penurunan sebesar 41,52 persen atau Rp. 5.604.404.641,00 dari 

target pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD TA. 2018 yaitu sebesar Rp.  

13.497.500.000,00 menjadi sebesar Rp. 7.893.095.359,00 pada tahun anggaran 

2019. 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dimaksudkan untuk Penyertaan modal 

(investasi) Pemerintah Daerah pada: (i) PDAM Giri Menang sebesar Rp. 

3.395.595.359,00; (ii) PT. Bank NTB sebesar Rp.4.000.000.000,00; dan(iii) PD. 

BPR NTB Mataram sebesar Rp.497.500.000,00. 

 Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah TA. 2019 

sebagaimana table 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 

Target Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2019 

No URAIAN TA.2018 TA. 2019 
Bertambah / 

Berkurang 
% 

  PEMBIAYAAN DAERAH    21,071,124,000.00    19,006,904,641.00    (2,064,219,359.00)    (9.80) 

I 
PENERIMAAAN 
PEMBIAYAAN  

  34,568,624,000.00    26,900,000,000.00    (7,668,624,000.00)  (22.18) 

2 SILPA TA. Sebelumnya   34,568,624,000.00    26,900,000,000.00    (7,668,624,000.00)   (22.18) 

2 SILPA TA. Sebelumnya       34,568,624,000.00        26,900,000,000.00        (7,668,624,000.00)   (22.18) 

  
 SILPA Tahun Anggaran 
Sebelumnya  

      34,568,624,000.00        26,900,000,000.00        (7,668,624,000.00)   (22.18) 

   SILPA DBHCHT                                 -                                  -                                 -               -    

II 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

  13,497,500,000.00      7,893,095,359.00    (5,604,404,641.00)  (41.52) 

1 
Penyertaan Modal 
(Investasi) Pemerintah 
Daerah 

        

  - PT. BPR NTB Mataram           497,500,000.00            497,500,000.00                               -             -    

  - PDAM Giri Menang        9,000,000,000.00         3,395,595,359.00        (5,604,404,641.00)   (62.27) 

  - PT. Bank NTB        4,000,000,000.00         4,000,000,000.00                               -             -    

  - PT Jamkrida NTB                                -                                  -                                 -      

Sumber: TAPD Kota Mataram. 2018 
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PENUTUP 

 

 

 
Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(KUA) Kota Mataram Tahun 2019 dibuat untuk menjadi pedoman dalam 

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun 2019. 

 

      Mataram,       Agustus 2018 

   

WALIKOTA MATARAM 
 
 

 
 

 
 

H. AHYAR ABDUH 
. 
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NOTA KESEPAKATAN 

ANTARA 

PEMERINTAH KOTA MATARAM 

DENGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA MATARAM 

 

NOMOR : 050/21.14/570.EP.Bpd-Kt/VIII/2018 

NOMOR : 170/176/DPRD/VIII/20181   /BAPPEDA-

Kt/V/2016 

TENTANG 

KEBIJAKAN UMUM  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1.  Nama  :  H. AHYAR ABDUH 

 Jabatan  :  Walikota Mataram 

 Alamat Kantor  :  Jalan Pejanggik No.16 Mataram 

 bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, selanjutnya 

disebut ”PIHAK KESATU” 

2.  a.  Nama  :  H. DIDI SUMARDI, SH 

  Jabatan  :  Ketua DPRD Kota Mataram 

  Alamat Kantor  :  Jalan Dr. Soedjono Mataram 

 b.  Nama  : MUHTAR, SH 

 Jabatan  :  Wakil Ketua DPRD Kota Mataram 

 Alamat Kantor  :  Jalan Dr. Soedjono Mataram 

 c.  Nama  :  I WAYAN SUGIARTHA 

 Jabatan  :  Wakil Ketua DPRD Kota Mataram 

 Alamat Kantor  :  Jalan Dr. Soedjono Mataram 

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Mataram, selanjutnya 

disebut ”PIHAK KEDUA” 
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA 

PIHAK, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan 

Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah 

Kota Mataram untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2019. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap 

kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) Tahun Anggaran 2019, Kebijakan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya, yang menjadi dasar 

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD 

Tahun Anggaran 2019. 

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 

disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadi dasar dalam 

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 

2019. 

              Mataram, 23 Agustus 2018 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA MATARAM 
Selaku, 

PIHAK KEDUA 
 

 
 
 

H. DIDI SUMARDI, SH 
Ketua 

WALIKOTA MATARAM 
Selaku, 

PIHAK PERTAMA 
 
 
 

 
 

H. AHYAR ABDUH 

MUHTAR, SH 
Wakil Ketua 

I WAYAN SUGIARTHA 
Wakil Ketua 
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